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Minyak sawit adalah salah satu komoditas 
andalan Indonesia. Komoditas ini 
menjadi salah satu penyumbang devisa 

terbesar yang meningkat pada satu dekade terakhir. 
Meningkatnya kebutuhan minyak nabati domestik 
serta besarnya potensi ekspor minyak sawit telah 
memicu pesatnya pertumbuhan luas kebun sawit di 
tanah air. Peningkatan luas kebun sawit salah satunya 
didominasi oleh pengusahaan kebun sawit oleh 
petani sawit. Produksi yang berasal dari perkebunan 
sawit rakyat adalah sebesar 35% dari total produksi 
nasional.

Dalam studi PRAKARSA tahun 2019 (Ningrum et al., 
2019), sawit merupakan salah satu komoditas ekspor 
unggulan Indonesia yang mengakibatkan aliran 
keuangan gelap masuk paling besar berasal yang 
nilainya mencapai 40,47 miliar USD. Lebih dari itu, 
dalam beberapa tahun terakhir komoditas minyak 
sawit mengalami tren peningkatan aliran keuangan 
gelap masuk secara neto yang semakin besar diantara 
komoditas unggulan lainnya. 

Dalam konteks praktis bisnis khususnya skema kerja 
sama antara petani dan perusahaan, regulasi yang 
ada menyebutkan perusahaan sebagai pemilik kebun 
inti dan petani mengelola kebun plasma.  Skema kerja 
sama ini bervariasi. Salah satu bentuk skema tersebut 
yaitu skema plasma yang dikelola oleh perusahaan 
pada kasus ini diperkirakan cenderung merugikan 
petani sebagai pihak yang lemah. Skema relasi antara 
petani sebagai pemasok dan perusahaan merupakan 
bagian tata kelola yang penting dalam mendorong 
sawit yang berkelanjutan.

Sejauh ini, belum 
banyak studi kasus yang 
mengangkat bagaimana 
relasi antara petani skala 
kecil dengan perusahaan, 
khususnya di wilayah 
pengembangan sawit baru 
seperti di Sulawesi.

Kata Pengantar
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Hal tersebut kemudian mendorong PRAKARSA untuk melakukan penelitian tentang 
tata kelola yang dihadapi petani skala kecil di Sulawesi Tengah bersama dengan Walhi 
Sulawesi Tengah. Walhi adalah bagian dari Koalisi Responsibank Indonesia. Koalisi 
Responsibank Indonesia adalah inisiatif yang PRAKARSA dorong agar organisasi 
masyarakat sipil di Indonesia “hand-in-hand” dalam kajian dan advokasi kebijakan 
sektor keuangan yang bertanggungjawab terhadap aspek sosial, lingkungan dan tata 
kelola yang baik. Koalisi Responsibank Indonesia merupakan bagian dari Fair Finance 
Asia (FFA) dan Fair Finance Guide International (FFGI), di mana PRAKARSA juga 
menjadi salah satu organisasi yang turut menggawangi FFA dan FFGI.

Studi kasus ini berusaha mempelajari bagaimana relasi antara petani dan perusahaan 
perkebunan sawit di Sulawesi Tengah dengan mengambil tiga kasus perkebunan anak 
perusahaan Astra Agro Lestari, dengan menerapkan kerangka keadilan prosedur. Selain 
itu penelitian ini juga memetakan institusi keuangan yang memiliki aliran pendanaan 
dalam rantai pasok yang terkait dengan perusahaan sawit terkait. Diharapkan laporan 
studi kasus ini dapat memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan 
mengenai keadilan prosedural perlu didorong dalam skema kerja sama antara petani 
skala kecil dan perusahaan dalam kasus ini. Demikian pula, dengan pemetaan institusi 
keuangan, laporan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mendorong 
penyandang dana menerapkan keuangan berkelanjutan yang salah satunya adalah 
upaya untuk mengatasi kemiskinan yang terkait dalam relasi rantai pasok minyak sawit 
ini. 

Terima kasih kepada tim peneliti yang telah bekerja keras menyelesaikan studi kasus 
ini dengan baik. Terima kasih kepada FFA dan FFGI yang membantu pembiayaan 
riset ini. Dalam mengembangkan kegiatan riset dan advokasi kebijakan, kami sangat 
terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan para pihak. Saran, masukan dan kritik 
atas laporan ini sangat kami harapkan. Selamat membaca dan semoga laporan ini 
menjadi salah satu rujukan dalam upaya perbaikan-perbaikan kebijakan dan praktik 
bisnis keuangan di Indonesia. 

Jakarta, Juni 2021 
Atas nama Koalisi Responsibank Indonesia

Ah Maftuchan 
Direktur Eksekutif PRAKARSA



xiResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

Laporan ini adalah studi deskriptif tentang tata kelola yang dihadapi petani sawit 
skala kecil di Sulawesi Tengah dengan menggunakan kasus tiga anak perusahaan 
Astra Agro Lestari. Studi deskriptif ini dianalisa dalam kerangka rantai pasok 

antara petani kecil sebagai pemasok dan perusahaan sebagai pembeli menggunakan 
tipologi (Gereffi et al., 2005). Studi ini juga meliputi pemetaan lembaga keuangan yang 
terkait dengan pembiayaan pada rantai pasok anak perusahaan Astra Agro Lestari di 
Sulawesi Tengah.

Laporan studi kasus ini bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan 
memahami relasi antara perusahaan dan petani skala kecil dalam rantai pasok industri 
sawit di Sulawesi Tengah. Petani skala kecil pada kasus ini berada dalam ketergantungan 
yang tinggi pada perusahaan. Tata Kelola tersebut bersifat kaptif tergantung pada 
diskresi perusahaan. Skema tersebut diduga melanggengkan pendapatan yang sangat 
rendah per kapita dan bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 
pertama (SDG-1). Praktik bisnis sawit tentunya tidak dapat dilepaskan dari dukungan 
pembiayaan dan investasi, sehingga institusi keuangan atau investor seharusnya 
mendapatkan pemahaman agar memastikan bahwa kriteria keberlanjutan dapat 
terealisasi dalam praktik bisnis perusahaan yang dibiayainya.

Studi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu: 

Ringkasan Eksekutif

Pertama

Pendekatan kualitatif berbasis wawancara, pemetaan kebijakan 
terkait dan aliran keuangan pada rantai pasok, dan studi media.

Kedua

Dilakukan berbasis wawancara dan diskusi terfokus dengan 
informan yang ditentukan secara purposive sampling.

Ketiga 

Pemetaan aliran keuangan berasal dari informasi rantai pasok 
dengan basis situs online forest and finance. Selain itu, studi media 
digunakan untuk menangkap suara atau opini terkait petani skala 
kecil yang berlangsung di lapangan.



xii ResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

Posisi tawar perusahaan dominan dalam skema kerja sama dengan petani. Proses 
mengalihan lahan yang dikelola perusahaan menghadapi pebedaan persepsi antara 
perusahaan dan masyakat.

Beberapa bentuk tata kelola yang buruk dialami petani antara lain: 1).  petani terikat 
hutang pada perusahaan atas lahan plasma yang dikelola perusahaan tanpa mengetahui 
informasi perihal bentuk kesepakatan pinjaman dan pembayaran. Hutang yang harus 
dicicil oleh petani antara Rp 85 juta hingga Rp 98 juta per hektar. 2). Dokumen legal lahan 
plasma atas nama petani sebagian besar berada di perusahaan, di mana kebanyakan 
lahan belum memiliki sertifikat dan terdapat kasus lahan sawit tidak memiliki izin hak 
guna usaha. 3). Hasil panen yang dibagihasilkan tidak diikuti dengan informasi penting, 
seperti hasil yang dicatat dan biaya yang dipotong sebelum bagi hasil, yang seharusnya 
diketahui oleh kedua belah pihak. Posisi tawar petani lemah dalam meminta informasi 
tersebut. 

Dengan pendapatan yang sangat rendah, petani sawit skala kecil pada kasus ini 
cenderung terjerat kemiskinan dari waktu ke waktu. Rata-rata pendapatan per bulan 
berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 1,5 juta, berada di bawah dan pada garis kemiskinan 
provinsi. Kondisi lingkungan yang kuasai oleh lahan sawit tidak memungkinkan 
masyarakat untuk dapat mengusahakan tanaman produktif yang lain. 

Mengacu pada kerangka keadilan prosedur, terdapat sejumlah indikator yang 
menunjukkan tata kelola yang buruk. Sejumlah indikator tersebut adalah tidak adanya 
transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi petani, tidak ada mekanisme 
resolusi konflik, tidak dibangunnya perjanjian informal jangka panjang, dan tidak 
adanya kekuatan penyeimbang seperti organisasi kelompok petani yang independent. 

Produk keluaran dari anak perusahaan AAL pada kasus ini masuk dalam rantai pasok 
ke sejumlah perusahaan consumer goods. Beberapa perusahaan tersebut adalah Archer-
Daniels-Midland (ADM), Bunge, dan Cargil (Amerika Serikat); Cofco International 
(Swis); Fuji Oil dan Itochu (Jepang), Louis Dreyfus Company (LDC) (Belanda), KLK (Batu 
Kawan), Musim Mas, dan Sime Darby (Malaysia), dan Wilmar (Indonesia).

Studi kasus ini menunjukkan bahwa 
pada kasus ini skema antara petani dan 
perusahaan adalah skema operator yaitu 
plasma yang dikelola oleh perusahaan 
dan peran petani sangat minim dalam 
pengelolaan.

“
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Dalam kerangka keuangan berkelanjutan, lembaga keuangan seharusnya dapat 
berkontribusi pada upaya mendorong keadilan prosedur antara petani skala kecil 
dan perusahaan sehingga skema yang lebih baik dapat mengentaskan petani dari 
kemiskinan.

Lembaga keuangan yang terkait pada studi kasus ini dipetakan melalui aliran dana ke

Grup Jardine Matheson

Pemberi kredit terbesar Kreditur terbesar dari 
bank nasional 

Dana pension yang 
terlibatInvestor terbesar

Dana Pensiun
Pemerintah

Global

Grup APG Dana Investasi 
Pensiun 

Pemerintah
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Bagian Pertama

Pendahuluan 
Perkebunan sawit, produsen minyak sawit dan perusahaan multinasional dalam 
industri sawit bersepakat mengadopsi mekanisme yang menjamin minyak sawit yang 
diproduksi telah memiliki standar keberlanjutan.

1.1.  Latar Belakang 

Salah satu prinsip sawit yang berkelanjutan adalah menjamin mata pencaharian 
berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, relasi adil dan transparan antara 
perusahaan dan petani, serta pemberdayaan petani skala kecil di sektor sawit yang 

bertujuan untuk pengentasan kemiskinan (RSPO, 2020). Tujuan tersebut selaras dengan 
upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) pertama dan delapan yaitu 
mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dan tersedianya pekerjaan 
yang layak. 

Petani sawit kecil Indonesia memiliki dan atau mengelola setidaknya 3,1 juta hektar 
sawit secara total. Luasan itu mencakup lebih dari 40 persen dari total area sawit dan 
menghasilkan sekitar 35 persen dari total produksi minyak sawit mentah di seluruh 
negeri. Petani kecil terdapat hampir di semua provinsi penghasil sawit di Indonesia, 
setidaknya ada di 18 provinsi (Glenday & Paoli, 2015). Pada 2018, wilayah yang 
dibudidayakan oleh petani kecil sawit diperkirakan mencapai 4,5 juta hektar atau 39% 
dari keseluruhan lahan sawit di Indonesia (Ditjen Perkebunan, 2019). 

Petani sawit skala kecil adalah bagian dari rantai pasok industri sawit. Dalam rantai 
tersebut, permasalahan tata kelola antara petani dengan perusahaan muncul sejalan 
dengan ekspansi perkebunan sawit. Beberapa bentuk permasalahan di antaranya mulai 
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dari dugaan pengambilalihan lahan, skema bagi hasil yang kurang transparan, hingga 
ketergantungan petani pada perusahaan (Abram et al., 2017; Santika et al., 2019). 
Konflik terkait sengketa batas lahan, operasi ilegal oleh perusahaan, dugaan minimnya 
konsultasi dan kompensasi, dan ingkar janji oleh perusahaan lebih terkait dengan 
masyarakat yang memiliki ketergantungan pada hutan untuk mata pencaharian, atau 
berada di lahan yang sedang dalam ekspansi menjadi perkebunan atau industri sawit 
(Abram et al., 2017).

Beberapa studi sebelumnya memotret permasalahan tata kelola yang lemah dalam 
relasi antara perusahaan dan petani (Abram et al., 2017; Li, 2018; Suharno et al., 2015) 
dimana sebagian besar mengangkat kasus perkebunan sawit di pulau Kalimantan. 
Permasalahan tersebut tampaknya berulang di wilayah Indonesia yang lain seperti di 
Sulawesi. Namun demikian, belum banyak kasus yang terekspos dari tanah Celebes 
itu. Beberapa media mulai mengangkat permasalahan tata kelola yang buruk pada 
industri sawit di Sulawesi, seperti masalah pelanggaran perizinan dan hak guna usaha 
di Sulawesi Tengah1. Pola inti-plasma antara petani kecil dengan perusahaan tidak 
jarang menciptakan ketergantungan yang tinggi pada pihak yang lebih kuat, sehingga 
memunculkan rantai pasok kaptif atau tertawan (captive). Rantai pasok kaptif (captive 
supply-chain) menjadi tata kelola yang buruk dan mengakibatkan ketidakadilan jika 
salah satu pihak bersikap menutup saluran komunikasi, tidak adanya transparansi 
kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi pemasok, dan tidak adanya mekanisme 
resolusi konflik (Thorpe, 2018). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berimbas 
pada pendapatan yang rendah secara berkelanjutan yang dialami oleh pihak pemasok.

Dalam kasus ini, petani adalah pemasok dengan posisi ketergantungan yang tinggi 
pada perusahaan. Sementara, skema praktik bisnis sawit yang berkelanjutan, yang di 
dalamnya memuat tanggung jawab sosial perusahaan, seharusnya dapat mendorong 
kesejahteraan masyarakat sekitar kebun sawit. Bertolak belakang dari itu, perusahaan 
dalam rantai-pasok global mendapatkan pendanaan yang besar dan berkelanjutan 
dari lembaga pembiayaan internasional. Citra yang diangkat adalah pengelolaan sawit 
yang berkelanjutan (sustainable palm oil). Namun demikian, laporan atas implementasi 
keberlanjutan rill di lapangan tidak cukup terekspos secara berimbang. Sejumlah data 
dan studi menunjukkan petani skala kecil memiliki pendapatan pada garis kemiskinan 
nasional dan terlilit pada kredit kepada perusahaan khususnya pada wilayah 
pengembangan lahan sawit yang relatif berusia muda.  

1 https://palu.tribunnews.com/amp/2019/07/26/walhi-sulteng-minta-kpk-selidiki-kasus-pt-agro-nusa-abadi-
di-kabupaten-morowali-utara diakses pada 22 Desember 2020.
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1.2.  Pertanyaan Studi

Suatu studi kasus tentang relasi petani sawit dengan perusahaan dapat memberikan 
gambaran apakah praktik bisnis sawit oleh perusahaan sudah cukup menerapkan 
tata kelola dan telah memenuhi kriteria berkelanjutan. Studi kasus seperti ini penting 
dilakukan di provinsi Sulawesi Tengah mempertimbangkan fakta bahwa tingkat 
ekonomi petani skala kecil yang ada di provinsi ini relatif lebih miskin dibandingkan 
provinsi lain penghasil sawit. Di samping itu, munculnya sejumlah kasus di media masa 
ditengarai oleh adanya tata kelola yang tidak transparan, informasi yang asimetris, 
dan pelemahan kemampuan organisatoris pihak lain berkaitan dengan konflik, posisi 
tawar petani yang rendah, dan kemiskinan yang berkepanjangan. Bertolak dari kondisi 
tersebut, maka pertanyaan dalam studi ini adalah bagaimana posisi petani sawit skala 
kecil dalam relasi inti-plasma pada rantai pasok global dan bagaimana pola tata kelola 
yang dihadapi petani sawit skala kecil di Sulawesi Tengah? 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Studi

Dalam rantai suplai di negara berkembang, petani skala kecil biasanya ditarik 
dalam hubungan ketergantungan yang sangat tidak setara atau terpinggirkan dari 
peluang pasar yang lebih menguntungkan. Tata Kelola tersebut bersifat kaptif, yaitu 
produksi petani dikendalikan dengan ketat oleh perusahaan dengan alasan untuk 
memenuhi persyaratan pasar, yang membatasi kemungkinan petani untuk punya 
kesempatan mendapatkan marjin yang lebih baik (Gereffi et al., 2005). Keadaan 
tersebut melanggengkan kemiskinan dan jelas tidak sejalan dengan pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDG) pertama yaitu menghapuskan kemiskinan dan ke-8 
yaitu mendorong terciptanya pekerjaan yang layak. 

Praktik bisnis tersebut dapat berlangsung salah satunya karena adanya dukungan 
pembiayaan. Jika pembiayaan tersebut ternyata melanggar kriteria pebiayaan 
berkelanjutan, seharusnya institusi keuangan atau investor mendapatkan informasi 
yang tepat. Institusi keuangan seharusnya dapat memastikan bahwa kriteria 
keberlanjutan yang dideklarasikan dalam kebijakannya benar terealisasi dalam praktik 
bisnis perusahaan yang dibiayainya. Bank dan investor perlu turut bertanggung jawab 
dengan meminta perusahaan tersebut mempraktikan bisnis yang menerapkan prinsip 
keberlanjutan, termasuk menegakkan prinsip investasi yang bertanggungjawab.

Studi kasus ini bertujuan untuk membantu para pemangku 
kepentingan memahami relasi antara perusahaan dan petani skala 
kecil dalam rantai pasok industri sawit, dalam kasus ini adalah 
petani di Sulawesi Tengah. 
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Studi ini adalah studi deskriptif tentang kondisi petani sawit di Sulawesi Tengah. Kasus 
yang digunakan adalah relasi inti-plasma antara petani sawit dengan anak perusahaan 
salah satu grup perusahaan sawit besar di Indonesia. Studi ini bermanfaat dalam 
memberikan gambaran kasus pada skema kebijakan dan tata kelola dalam praktik 
bisnis dan rantai suplai perusahaan yang berimbas pada kehidupan petani skala kecil 
di Sulawesi Tengah. 

1.4.  Metode

Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif mempertimbangkan situasi sosial 
tertentu untuk menjawab praktik bisnis yang terjadi antara perusahaan dan petani skala 
kecil. Terdapat tiga elemen pertimbangan dalam mengumpulkan data: tempat, pelaku, 
dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Pengambilan data pada studi kasus ini 
adalah dengan metode purposive sampling. Tipe sampel ini berfokus pada sumber atau 
informan yang dipilih yang dianggap memahami permasalahan lebih mendalam, yang 
berasal dari sumber-sumber yang dianggap valid di tingkat lokal. Data dan informasi 
dikumpulkan dalam bentuk wawancara, diskusi terfokus, observasi, dan pengumpulan 
dokumen. 

Perusahaan yang dipilih untuk sampel purposive adalah anak perusahaan PT. Astra 
Agro Lestari yaitu PT. Agro Nusa Abadi (ANA), PT. Cipta Agro Nusantara (CAN), dan PT. 
Sawit Jaya Abadi (SJA). Ketiga perusahaan tersebut berada di kabupaten Morowali dan 
Morowali Utara. Kegiatan pengumpulan data pada perusahaan ini dilakukan dengan 
cara turun ke perkebunan dan bertemu dengan responden. Wawancara, diskusi terfokus, 
dan observasi di Sulawesi Tengah dilakukan selama bulan November-Desember 2020. 

Data tentang kebijakan dan regulasi diperoleh melalui sumber-sumber sekunder 
di situs Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Diskusi 
terfokus dengan ahli di sektor sawit dilakukan selama bulan Oktober dan November 
2020. Diskusi terfokus ditujukan untuk mendapatkan gambaran dan tinjauan atas 
kebijakan-kebijakan yang berlaku pada petani sawit skala kecil. 

Informasi rantai-pasok di tingkat hilir berasal dari situs resmi perusahaan yang relevan. 
Bagian ini dilakukan oleh Profundo. Informasi rantai-pendanaan berasal dari pada 
situs online Forests & Finance. Forests & Finance adalah database yang dikembangkan 
oleh Profundo, TuK Indonesia dan Rainforest Action Network yang menyediakan akses 
ke data pembiayaan kepada lebih dari 300 perusahaan yang bergerak di komoditas 
berbasis hutan, termasuk sekitar 100 perusahaan sawit. Semua angka pembiayaan 
disesuaikan dengan pembiayaan khusus produk sawit di Forests & Finance.

Studi media dilakukan untuk menangkap kasus, suara, serta kejadian yang relevan pada 
daerah-daerah perkebunan sawit lain di Sulawesi Tengah. Studi media dilakukan dengan 
mengambil sumber-sumber media online yang terdaftar di Dewan Pers. Ini dilakukan 
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untuk menangkap isu-isu terkait sawit di Sulawesi Tengah. Data yang dianalisis adalah 
data pemberitaan yang muncul pada rentang waktu mulai 1 Januari 2019 hingga 20 
November 2020. Studi media memanfaatkan alat media analitik Drone Emprit dengan 
pendekatan kata kunci. Kata kunci yang digunakan untuk menyaring data yang besar 
adalah ‘sawit’ yang harus mengandung ‘Sulawesi Tengah’. Analisis media dilakukan 
dengan menggunakan model komunikasi Lasswell. 

1.5.  Batasan studi

Studi ini menggunakan kasus anak perusahaan AAL di Sulawesi Tengah untuk 
mendalami tata kelola yang terjadi pada relasi inti-plasma antara petani skala kecil 
dengan perkebunan sawit besar. Secara lebih khusus, area studi adalah perkebunan 
anak perusahaan AAL yang berlokasi di Kabupaten Morowali. Petani skala kecil yang 
dimaksud dalam studi ini adalah mereka yang mengelola secara langsung atau mereka 
yang tidak mengelola secara langsung lahan dalam area perkebunan yang menjadi 
target area studi ini. Relasi petani dengan perusahaan mengacu pada peraturan yang 
berlaku tentang kemitraan. Yang masuk dalam kategori petani dalam studi ini adalah 
yang secara normatif mendapat hak kemitraan dari sosialisasi dan komitmen oleh 
perusahaan, meskipun terdapat kondisi yang tidak terpenuhi oleh perusahaan. Dalam 
rantai pasok yang terkait dengan perusahaan dan petani dalam studi ini, pembahasan 
tentang indikasi adanya kartel tidak masuk dalam studi ini. Data lahan yang digunakan 
dalam studi ini merujuk pada data BPS. Data tersebut mungkin diperdebatkan di mana 
terdapat sejumlah inisiatif penghitungan tutupan lahan sawit menggunakan metode 
penginderaan jauh. Namun demikian, data tersebut adalah resmi yang diterbitkan oleh 
lembaga negara.

1.6.  Alur Laporan 

Laporan ini disusun sebagai berikut :

Bab I  adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan studi, tujuan  
dan manfaat studi, metode, batasan studi, dan alur laporan. 

Bab II  menjelaskan tentang konteks perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. 

Bab III  menguraikan kerangka pemikiran pada laporan ini. Bab ini menguraikan 
tata Kelola dalam rantai pasok perkebunan sawit, fungsi sistem keuangan, 
dan indikator keadilan prosedural yang digunakan untuk menganalisa relasi 
antara perusahaan dan petani skala kecil. 

Bab IV  membahas tentang kebijakan yang dapat berdampak pada petani skala kecil 
di Indonesia secara umum dan regulasi terkait dengan pengelolaan sawit 
berkelanjutan. 
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Bab V  memberikan gambaran tentang kondisi petani skala kecil di Sulawesi 
Tengah. 

Bab VI  menyajikan uraian tentang tata kelola antara petani skala kecil dengan tiga 
anak perusahaan AAL yang digunakan dalam studi kasus laporan ini. 

Bab VII  menjelaskan hubungan rantai pasok dan aliran pembiayaan secara langsung 
dan tidak langsung kepada AAL dan anak perusahaannya. 

Bab VIII  menguraikan hasil studi media tentang kejadian yang berkaitan dengan 
petani skala kecil di Sulawesi Tengah. Kesimpulan dan rekomendasi 
disajikan pada Bab IX. 
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ResponsiBank Indonesia

Bagian Kedua

Konteks Sulawesi Tengah 
Pada tahun 2016, setidaknya terdapat 54-unit izin perusahaan perkebunan sawit di 
Sulawesi Tengah. Terdapat 36-unit yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) 
dan 18-unit dalam bentuk izin lokasi (Inlok).

Pengusahaan perkebunan sawit telah dimulai di Sulawesi Tengah sejak tahun 
1990an. PT. Tomaco Graha Krida (TGK) di Kecamatan Witaponda, Bungku 
Tengah dan Bungku Barat, Kabupaten Morowali adalah yang pertama dan tertua 

berinvestasi di perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Selanjutnya PT. Hardaya Inti 
Plantation (HIP) di Kabupaten Buol, dan PTPN XIV di Kabupaten Morowali, PT. Kurnia 
Luwuk Sejati (KLS) di Kabupaten Banggai adalah beberapa perusahaan pemilik Hak 
Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang juga memulai usaha perkebunan skala besar 
ketika itu. Pada akhir tahun 1990-an, PT. Agro Nusa Abadi (ANA), anak perusahaan 
grup Astra Agro Lestari (AAL) mulai beroperasi secara komersial. Meskipun demikian, 
legalitas operasional pekebunan sawit PT. ANA dipertanyakan karena perusahaan ini 
tidak memiliki HGU.2  

Di sekitar tahun 2000-an, bersamaan dengan munculnya konflik masyarakat sipil di area 
Poso dan sekitarnya, kegiatan bisnis perkebunan sawit di Sulawesi Tengah berkembang 
semakin masif. Beberapa sumber menduga ada kemungkinan konflik sipil tersebut 
ikut andil dalam menguatkan ekspansi perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Akibat 
konflik tersebut, pada saat itu kehadiran tentara nasional semakin banyak di beberapa 

2 https://palu.tribunnews.com/amp/2019/07/26/walhi-sulteng-minta-kpk-selidiki-kasus-pt-agro-nusa-abadi-
di-kabupaten-morowali-utara
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area Sulawesi Tengah. Hal itu berimbas pada pengamanan yang bias antara antisipasi 
atas potensi pencetus konflik agama, dengan upaya menekan protes masyarakat dan 
aktifivis lingkungan terhadap pembukaan dan pengambilan lahan untuk perkebunan 
sawit.3 Kondisi tersebut tampaknya sekaligus mengamankan ekspansi lahan sawit. 
Meskipun tidak langsung, upaya mengamankan kepentingan bisnis dilakukan 
oleh pihak keamanan yang mau dan mudah melakukan pem-backing-an terhadap 
siapapun yang mau membayar (Kontras, 2004). Ekspresi ketidaksetujuan atau protes 
atas penguasaan lahan menjadi bumerang bagi masyarakat, karena dapat diduga 
sebagai dorongan pencetus konflik. Dampaknya, adalah warga cenderung pasif, segan 
untuk mempertanyakan atau memprotes atas hak tanah mereka, dan menghindari 
konflik dengan perusahaan perkebunan sawit, sehingga semakin kuat menempatkan 
masyarakat sekitar sebagai pihak dengan posisi yang lemah.

Perluasan perkebunan sawit secara massif kemudian kembali terjadi setidaknya di 
tahun 2007-2008. Penguasaan empat korporasi di atas telah berada di sekitar lebih dari 
48 ribu hektar luas lahan di Sulawesi Tengah. Astra Agro Lestari (AAL) group di tahun 
tersebut, secara aktif melakukan pembangunan dan perluasan perkebunan sawit. 
Pada tahun 2015, AAL diperkirakan menguasai areal seluas hamper 80 ribu hektar 
berdasarkan izin lokasi anak perusahaannya. Grup swasta besar kedua adalah Group 
Golden Agri Resource, dikenal sebagai grup Sinar Mas (SMART) yang menguasai areal 
seluas 92.188 hektar juga melalui lima anak perusahaannya di kabupaten Morowali. 

Gambar 1 Sebaran Perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah
 

Sumber : (BPS, 2015)

3 http://ytm.or.id/akar-masalah-konflik-poso-dan-morowali
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Selain dua raksasa industrI perkebunan sawit tersebut, perluasan perkebunan sawit 
yang cukup signifikan juga dilakukan oleh Grup Kencana Agri (KA). Grup perusahaan 
ini memiliki empat anak perusahaan yang mengusai lahan dengan luasan bervariasi 
di Kabupaten Banggai. Anak perusahaan grup KA yaitu PT. Wiramas Permai (WP) 
di Kecamatan Bualemo, PT. Sawindo Cemerlang (SC) di Kecamatan Batui dan Batui 
Selatan, PT. Delta Subur Permai (DSP) di Kecamatan Batui. Selain di Kabupaten Banggai, 
pada tahun 2012 Grup KA mengakuisisi PT. Karunia Alam Makmur (KAM) di Kecamatan 
Mamosalato dan Bungku Utara, kabupaten Morowali Utara.4  

Pada tahun 2016, setidaknya terdapat 54-unit izin perusahaan perkebunan sawit di 
Sulawesi Tengah. Terdapat 36-unit yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) 
dan 18-unit dan 55 ribu hektar yang telah memiliki ).5  Dari jumlah perusahaan tersebut 
terdapat 15 perusahaan memiliki status HGU, sehingga 39-unit izin pengusahaan 
perkebunan sisanya beroperasi di lahan tanpa status HGU. Data yang terdaftar di Dinas 
Perkebunan menyebutkan total luas lahan dari 54-unit izin perusahaan perkebunan 
sawit tersebut mencapai 713.217 hektare. Di tahun 2015, berdasarkan data yang 
sama kelompok masyarakat sipil mencatat bahwa terdapat 48 perusahaan sawit 
yang beroperasi, tetapi hanya 14 perusahaan yang memiliki HGU. Artinya, sisanya 
beraktifitas tanpa HGU. Unit tersebut termasuk diantaranya anak perusahaan AAL di 
mana 90 persen dari total sekitar 98 ribu hektar tanpa HGU, SMART menguasai 61 ribu 
hektar tanpa HGU, dan grup KA mengoperasikan 30 ribu hektar tanpa HGU dan 55 ribu 
hektar yang telah memiliki HGU.6 

4 https://www.tuk.or.id/2015/03/potret-perkebunan-kelapa-sawit-di-sulawesi-tengah/
5 https://sulteng.antaranews.com/berita/26316/izin-perkebunan-sawit-di-sulteng-capai-54-perusahaan 
6 https://www.tuk.or.id/2015/03/potret-perkebunan-kelapa-sawit-di-sulawesi-tengah/



10 ResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

Halaman ini sengaja dikosongkan.
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Bagian Ketiga

Kerangka Pemikiran  
Petani skala kecil memasok tandan buah segar (TBS) dari lahannya kepada 
perusahaan yang terkait pada jaringan pasar global. Secara tidak langsung petani 
skala kecil menjadi bagian dari jaringan yang memasok minyak sawit untuk membuat 
produk kosmetik dan makanan ke merek-merek besar yang mendominasi hilir 
rantai-pasok komoditas minyak sawit.

3.1.  Tata Kelola dalam Rantai Pasok Perkebunan Sawit dan Fungsi 
Sistem Keuangan 

Petani skala kecil sawit di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi petani mandiri 
dan plasma. Petani plasma adalah mereka yang masuk dalam program kemitraan 
inti-plasma antara perusahaan dan petani. Perusahaan mengelola perkebunan 

inti, sementara petani plasma mengelola lahan plasma, baik secara kolektif atau 
individu. Skema kemitraan bervariasi antara dari kemitraan plasma individu dengan 
perusahaan sawit, hingga lembaga kelompok tani dan koperasi dengan beberapa model 
kemitraan. Studi oleh Suharno et al. (2015) menjelaskan setidaknya terdapat tiga model 
kemitraan utama, yaitu 1) Skema Koperasi Plasma, 2) Skema Kemitraan Individu, dan 
3) Skema plasma yang dikelola perusahaan. 

Pada skema koperasi plasma, petani skala kecil mengelola seluruh perkebunan plasma 
secara kolektif. Lahan perkebunan digabung menjadi perkebunan bersama. Petani 
plasma membentuk wadah koperasi plasma yang memfasilitasi penjualan tandan buah 
segar (TBS) ke perusahaan inti dengan ketentuan yang disepakati di mana petani anggota 
koperasi berbagi keuntungan dan resiko. Melalui koperasi, petani dapat mengakses bibit 
dan pupuk dari perusahaan, menjual hasil sawit ke perusahaan, dan dapat mengelola 
lahan mandiri di sekitar area plasma. Pada skema kedua, yaitu skema kemitraan 
individu, petani kecil mengelola lahan mereka sendiri secara perorangan. Petani 
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memiliki ketrampilan mengelola lahannya, mendapat kesempatan akses membeli bibit 
dan pupuk dari perusahaan, dan hasil TBS dijual ke perusahaan inti. Sementara pada 
skema ketiga, yaitu skema plasma yang dikelola perusahaan, perusahaan inti secara 
langsung mengelola perkebunan plasma atas nama petani. Petani memberikan izin 
kepada perusahaan untuk mengelola lahan perkebunannya. Petani menerima bagian 
dari keuntungan atas pengelolaan. Dalam skema ketiga ini, biasanya perusahaan 
membentuk lembaga berbentuk koperasi dengan tujuan utama sebagai penengah 
dan melakukan distribusikan bagi hasil keuntungan penjualan (Suharno et al., 2015). 
Perusahaan memiliki otoritas dan informasi penuh atas seluruh lahan plasma serta 
melakukan hamper seluruh kegiatan pengelolaan lahan perkebunan sawit. Karena 
itu, pada skema ketiga ini perusahaan mendominasi penentuan nilai bagi hasil serta 
bentuk kerja sama dengan petani skala kecil. Dalam skema ini, petani sebagai pemilik 
lahan memiliki posisi tawar yang sangat lemah. 

Relasi antara petani skala kecil dengan perusahaan perkebunan sawit menjelaskan relasi 
dalam rantai pasok industri. Gereffi et al. (2005) mendefinisikan lima tipologi rantai 
pasok antara pemasok dan pembeli, yaitu pasar, modular, relasi, hirarki, dan kaptif. 
Keterkaitan pasar (market linkage) terjadi pada pembelian spot atau “pasar spot” atau 
“spot market” yaitu mengacu pada pembelian di luar kontrak yang berjangka panjang. 
Pembelian bersifat perusahaan-ke-perusahaan, dilakukan di tempat penimbunan atau 
pelelangan, atau dilakukan secara tidak langsung melalui pedagang perantara. Pasar 
spot berbeda dengan pasar berjangka, dapat bersifat sementara, atau terus menerus 
dengan transaksi berulang, tetapi biaya untuk pindah ke mitra baru adalah rendah pada 
kedua pihak (Wiggs et al., 2020).

Rantai pasok modular terjadi pada industri dengan spesifikasi khusus, biasanya 
pada produk teknologi. Rantai pasok relasional melibatkan dua pihak yang memiliki 
ketergantungan timbal balik yang setara dan kesamaan aset yang spesifik antar dua 
pihak. Tipologi hirarki mengacu pada integrasi vertikal, di mana perusahaan pusat 
melakukan kendali manajerial yang dominan pada anak perusahaan atau afiliasinya. 
Dari lima tipologi rantai pasok tersebut, rantai pasok kaptif menjelaskan bagaimana 
pemasok kecil berhubungan dengan pembeli besar. Pada tipe ini, pemasok kecil secara 
transaksional bergantung pada pembeli yang jauh lebih besar. Perusahaan merupakan 
pembeli tunggal sehingga dapat melakukan pengendalian dan pemantauan sangat 
ketat pada pamasok. Pemasok menghadapi biaya transaksi yang besar jika lepas dari 
pembelinya, dan oleh karena itu, tertawan (kaptif) hanya pada satu pembeli. 

Dalam rantai pasok, petani sawit skala kecil berperan sebagai pemasok dan perusahaan 
adalah pembeli. Pada skema plasma yang dikelola oleh perusahaan, petani adalah 
pemasok yang sangat kecil dibandingkan perusahaan. Sehingga, skema ini dapat 
termasuk pada tipologi rantai pasok kaptif sebagaimana tipologi Gereffi di atas. Dalam 
skema tersebut perusahaan secara langsung mengelola perkebunan plasma atas nama 
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petani. Petani memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola lahan, baik secara 
sukarela ataupun terpaksa. Petani ini biasanya bukan petani sawit asli, tetapi mereka 
yang berpindah dari tanaman komoditas lain sebelumnya (Anggraini & Grundmann, 
2013). Karena tidak cukup pengalaman dan informasi yang sangat bergantung pada 
perusahaan, petani tipe ini tidak memiliki ketrampilan teknis mengelola kebun sawit 
sehingga secara terus menerus sangat bergantung pada perusahaan untuk mengelola 
lahannya. Petani mendapatkan bagian dari pengusahaan lahan plasma yang mana 
nilainya sangat bergantung juga dari diskresi perusahaan. 

Skema pengelolaan plasma oleh perusahaan, di mana petani skala kecil mendapatkan 
keuntungan dari pembukaan lahan perkebunan, pada awalnya dipandang sebagai salah 
satu jalan keluar pengentasan kemiskinan. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya benar. 
McCarthy dan Zen (2016: 120) menjelaskan dalam Pye (2019) bahwa pada masa awal 
proyek transmigrasi sawit di Jambi, para petani dibayar di bawah garis kemiskinan 
di mana separo dari petani menjual hak plasma mereka. Petani yang bertahan tetap 
berpenghasilan rendah, dan 30% dari penghasilan digunakan untuk melunasi hutang 
yang timbul selama aktifitas produksi. Tak jauh berbeda dengan Jambi, skema 
kemitraan di Sanggau, Kalimantan Barat, petani kecil dengan 1,56 ha lahan sawit 
berumur sembilan tahun hanya berpenghasilan Rp 300.000 sebulan (Zen et al. 2016: 101 
dalam Pye 2019). 

Petani sawit skala kecil 
merupakan bagian dari 
rantai pasok global. 
Sekitar 42,4% dari total 
luas perkebunan sawit 
di Indonesia diusahakan 
oleh petani kecil dengan 
perkiraan penambahan 
areanya rata-rata tumbuh 
11,4% per tahun (Anggraini 
& Grundmann, 2013). 

Petani skala kecil memasok tandan buah segar 
(TBS) dari lahannya kepada perusahaan yang 
terkait pada jaringan pasar global. Secara tidak 
langsung petani skala kecil menjadi bagian dari 
jaringan yang memasok minyak sawit untuk 
membuat produk kosmetik dan makanan 
ke merek-merek besar yang mendominasi 
hilir rantai-pasok komoditas minyak sawit.  
Perusahaan multinasional kosmetik dan 
makanan seperti Unilever dan Nestle - yang 
sangat sensitif terhadap citra merek - mungkin 
tidak langsung berhubungan dengan petani. 
Akan tetapi, kebijakan perusahaan dan citra 
perusahaan multinasional terhadap aspek 
keberlanjutan meliputi sisi sosial dan ekonomi 
pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok 
produksi minyak sawit yang menjadi bahan baku 
produk global. 

13ResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

FAKTANYA



14 ResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

Perkebunan sawit, produsen minyak sawit dan perusahaan multinasional dalam 
industri sawit bersepakat mengadopsi mekanisme yang menjamin minyak sawit 
yang diproduksi telah memiliki standar keberlanjutan. Jaminan standar tersebut 
berupa sertifikasi meliputi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi tersebut menjadi syarat utama produsen minyak 
sawit dapat bertransaksi dalam rantai pasok industri sawit global. Di antara dari unsur 
keberlanjutan dalam sertifikasi RSPO adalah pengentasan kemiskinan dan terjaminnya 
mata pencaharian yang layak. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDG) ke-1 dan ke-8. Meskipun negara merupakan institusi utama 
dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan mata pencaharian yang layak, 
negara memberikan izin pada perusahaan sawit untuk melakukan pengelolaan lahan 
perkebunan. Bukan dalam ruang kosong, perluasan lahan perkebunan sawit senantiasa 
diikuti dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Implikasinya adalah 
perusahaan minyak sawit, perusahaan multinasional, dan pihak yang terlibat dalam 
rantai pasok minyak sawit yang telah menyatakan komitmen mendorong industri sawit 
berkelanjutan seharusnya memberikan perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan 
dan pekerjaan yang layak pada petani skala kecil. 

Tata kelola dalam rantai pasok merupakan kata kunci untuk mengatasi bentuk relasi 
antara pemasok dan perusahaan di perkebunan sawit. Sejumlah studi memotret 
permasalahan tata klelola yang lemah tentang relasi antara perusahaan dan petani 
skala kecil sawit (Abram et al., 2017; Li, 2018; Suharno et al., 2015). Dari paparan di 
atas, petani kecil berada pada posisi yang tergantung dan terikat pada perusahaan 
dalam rantai pasok. Captive governance atau tata kelola kaptif menempatkan petani 
skala kecil perkebunan sawit tidak dapat keluar dari lingkaran kondisi ekonomi 
dalam kendali perusahaan. Dalam tata kelola tawanan, output pemasok didominasi 
oleh perusahaan induk untuk memenuhi persyaratan pasar global, di bawah kendali 
yang tinggi membatasi kemungkinan petani dapat melakukan modifikasi atas proses 
produksinya. Melalui skema tersebut, secara otomatis petani kecil terintegrasi ke dalam 
ekonomi global. Perusahaan induk menguasai aktivitas di tingkat petani. Perusahaan 
multinasional merambah tingkat hulu sehingga petani kecil secara langsung dan tidak 
langsung bergantung pada perusahaan multinasional ini.

Dalam jaringan rantai pasok global, pendanaan dari institusi keuangan dan investor 
bisa membuat perusahaan perkebunan sawit memperluas lahan perkebunan atau 
perusahaan multinasional melakukan ekspansi bisnisnya. Schoenmaker (2018) 
menjelaskan bahwa dalam sistem keuangan, institusi keuangan dan investor dalam 
memantau investasinya dapat mempengaruhi perusahaan tempat mereka berinvestasi. 
Fungsi sistem keuangan adalah memantau investasi dan menerapkan tata kelola 
perusahaan setelah menyediakan keuangan. Dengan demikian, investor memiliki peran 
yang penting dalam mengendalikan dan mengarahkan dewan direksi perusahaan yang 
dibiayai. Dalam upaya mendorong sawit yang berkelanjutan, institusi keuangan dapat 
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berperan penting dalam memastikan bahwa tata kelola yang berlangsung adalah yang 
adil dan berkelanjutan bagi semua pelaku dalam rantai pasok.

3.2.  Keadilan Prosedural pada Relasi Perusahaan-Petani

Tata Kelola dalam rantai pasok kaptif menyebabkan ketergantungan yang tinggi dari 
pemasok –petani sawit skala kecil dalam kasus ini – kepada perusahaan. Posisi tidak 
setara antara perusahaan dengan petani dapat memunculkan motivasi pihak yang 
lebih kuat melakukan ketidakadilan prosedural. Konsep keadilan prosedural sendiri 
didefinisikan sebagai keadilan perilaku para aktor yang lebih berkuasa dalam rantai 
dan prosedur pengambilan keputusan. Literatur manajemen mengindentifikasi prinsip 
utama untuk menegakkan keadilan prosedural hubungan perusahaan-petani dalam 
rantai nilai pertanian (Kumar et al., 1995; Thorpe, 2018; Yilmaz et al., 2004), yaitu:

Ketidakberpihakan 
(impartiality)

yaitu penerapan aturan dan 
prosedur yang konsisten

Penjelasan 
(explanation)

yaitu kesediaan pihak yang lebih 
kuat untuk menjelaskan keputusan 

dan tindakan

Kemampuan untuk menyanggah 
(refutability)

yaitu kemampuan pihak yang lebih 
lemah untuk menyuarakan keberatan 
dan berpartisipasi dalam keputusan

Pengetahuan  
(knowledgeability)

yaitu pengetahuan pihak yang lebih 
kuat tentang konteks operasi pihak 

yang lebih lemah

Saling ketergantungan (inter-dependence) 

yaitu ketergantungan pihak yang lebih kuat pada hubungan dengan pihak yang 
lebih lemah untuk mencapai tujuannya, dan sebaliknya

Beranjak dari prinsip keadilan prosedural,  kerangka analisa pada sektor perkebunan 
sawit dapat meminjam atribut kerangka keadilan prosedural yang dikembangkan oleh 
Thorpe (2018). Kerangka analisa tersebut dapat membantu menilai sikap keadilan 
prosedural dalam setiap kasus, termasuk dalam relasi antara perusahaan sawit dengan 
petani. Atribut dapat digunakan untuk menilai indikator pada skala deskriptif, yaitu 
lemah, moderat, dan kuat, yang dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis 
keadilan prosedural dalam rantai nilai. Tabel 1 menyajikan kerangka analisa keadilan 
prosedural ini.
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Tabel 1 Indikator Keadilan Prosedural

Atribut Lemah Moderat Kuat

Saluran 
komunikasi 
antara petani 
dan perusahaan

Komunikasi jarang, 
tentang masalah 
terbatas dan / atau tidak 
langsung, atau tidak ada

Kesempatan rutin 
untuk bertukar 
pandangan dan 
menyuarakan 
keberatan tentang 
masalah-masalah 
utama; meskipun 
komunikasi dengan 
pembeli mungkin 
tidak langsung

Kesempatan secara 
reguler, langsung, 
formal dan informal 
untuk bertukar 
pandangan dan 
menyuarakan 
keberatan tentang 
berbagai masalah

Transparansi 
kebijakan dan 
keputusan yang 
mempengaruhi 
petani

Kebijakan, prosedur, 
dan keputusan yang 
tidak diketahui atau 
dipahami oleh petani; 
atau transparansi pada 
rentang masalah yang 
sangat terbatas

Transparansi parsial 
dalam kebijakan, 
prosedur, keputusan, 
harga, dan biaya; 
namun mungkin 
tidak sepenuhnya 
dipahami oleh petani

Kebijakan, prosedur, 
harga, kualitas, 
dan keputusan 
biaya sepenuhnya 
transparan dan 
dukungan disediakan 
jika diperlukan 
untuk memastikan 
pemahaman; 
mekanisme negosiasi 
kolektif

Mekanisme 
resolusi konflik

Tidak ada mekanisme 
resolusi konflik yang 
tersedia atau hanya ad 
hoc

Ruang atau 
mekanisme reguler 
tersedia untuk 
arbitrase konflik

Mekanisme resolusi 
konflik yang 
tidak memihak 
tersedia dan 
diketahui; keluhan 
ditindaklanjuti

Perjanjian 
informal jangka 
panjang

Tidak ada komitmen 
berkelanjutan antara 
perusahaan dan 
petani, atau penekanan 
pada kesepakatan 
formal yang 
digunakan terutama 
untuk menegakkan 
kondisi pada petani; 
pengambilan keputusan 
dianggap sewenang-
wenang

Komitmen 
informal untuk 
pembelian dan/
atau memberikan 
dukungan secara 
berkelanjutan; 
beberapa 
pengambilan 
keputusan dianggap 
tidak konsisten atau 
sewenang-wenang

Komitmen informal 
untuk pembelian dan 
/ atau memberikan 
dukungan dalam 
jangka panjang, 
misalnya, didukung 
oleh investasi di 
pabrik pengolahan; 
bersama dengan 
pengambilan 
keputusan yang 
konsisten
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Kekuatan 
penyeimbang

Organisasi petani 
lemah; petani 
terspesialisasi dan 
bergantung pada 
perusahaan untuk pasar 
dan input; Bagian petani 
atas aset produktif atau 
pengolahan tidak cukup 
untuk menciptakan 
kebersamaan

Organisasi petani 
lemah tetapi 
diperkuat; petani 
menghasilkan 
tanaman yang 
beragam atau 
memiliki pembeli 
alternatif untuk 
tanaman tunggal; 
Bagian petani atas 
aset produktif 
atau pengolahan 
tidak cukup untuk 
menciptakan 
kebersamaan

Para petani diwakili 
oleh organisasi 
yang kuat; petani 
menghasilkan 
tanaman yang 
beragam atau 
memiliki pembeli 
alternatif untuk satu 
tanaman; bagian aset 
petani menciptakan 
kebersamaan antara 
petani dan pembeli

Sumber : Thorpe (2018)

Saluran komunikasi bilateral antara perusahaan dan petani memungkinkan 
komunikasi yang regular dan terbuka antara kedua belah pihak tentang berbagai 
masalah, membantu petani untuk memahami dan membuat keputusan, dan 
berkontribusi pada pemahaman perusahaan tentang operasional dari sisi petani. 

Transparansi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi petani yaitu tersedia dan 
dibaginya informasi yang relevan tentang kebijakan, prosedur, rencana, dan tujuan, 
dan informasi harga dan pasar. Transparansi tidak hanya membutuhkan penyediaan 
informasi tetapi juga memfasilitasi pemahaman informasi. Mekanisme resolusi konflik 
mendasarkan mekanisme yang tidak memihak, di mana petani diberi akses untuk 
menyuarakan keluhan dan saran. Mekanisme juga memastikan bahwa keluhan dan 
saran dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan serius. 

Perjanjian informal jangka panjang merupakan komitmen dukungan informal 
kepada petani secara berkelanjutan dan berdasarkan pemahaman bersama, daripada 
hanya mengandalkan kontrak formal. Meskipun literatur manajemen memasukkan 
perjanjian jangka panjang formal dan informal sebagai atribut, penekanan pada 
perjanjian informal mencerminkan fakta bahwa sebagian besar kontrak di pertanian 
skala kecil bersifat informal. Perjanjian formal seperti kontrak, jika ada, seringkali 
lebih digunakan untuk memaksakan kondisi pada petani, daripada untuk melindungi 
kepentingan petani. 

Kekuatan penyeimbang merupakan pengaturan yang memperkuat aksi kolektif petani, 
yang seharusnya bersifat bottom-up dan mendorong saling ketergantungan antara 
perusahaan dan petani.
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Gambar 2 Kerangka pemikiran dalam mendorong keadilan prosedural pada petani skala kecil
 

Fungsi sistem keuangan:
memantau investasi dan menegakkan 
tata kelola yang baik paska pendanaan

Mendorong pengentasan 
kemiskinan (SDG 1) dan 

pekerjaan yang layak 
(SDG 8)Identifikasi atribut ketidakadilan 

prosedural pada tata kelola 
kaptif antara petani skala kecil 

dengan perusahaan

Sumber : Penulis

Sistem keuangan dapat berfungsi untuk mendorong industri minyak sawit 
menerapkan tata Kelola yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 
pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan kasus petani sawit skala kecil 
adalah pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pekerjaan yang layak (SDG 8). Institusi 
keuangan dapat melakukan pengawasan apakah investasi mereka pada pelaku bisnis di 
rantai pasok minyak sawit termasuk dalam bentuk yang malah membuat petani skala 
kecil semakin terlilit kemiskinan. Demikian pula, reputasi buruk menjadi resiko bagi 
perusahaan multinasional yang membeli produk dari produsen minyak sawit yang 
berkaitan dengan skema terjerat pada kemiskinan. Kerangka pemikiran pada laporan 
ini dapat disederhanakan pada Gambar 2. Identifikasi atribut ketidakadilan prosedural 
dapat digunakan sebagai alat menilai apakah pelaku dalam rantai pasok industri sawit 
dari hulu ke hilir berpengaruh secara tidak langsung pada jeratan kemiskinan petani 
sawit skala kecil. Upaya mengatasi ketidakadilan prosedural pada tata kelola kaptif 
yang dialami petani skala kecil diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan 
melalui perbaikan atribut relasi antara petani dan perusahaan.
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Bagian Keempat

Kebijakan yang Berdampak
pada Petani Kecil   

Terdapat sejumlah peraturan yang berdampak pada petani kelapa sawit skala kecil 
secara langsung dan tidak langsung. Regulasi yang menyentuh petani kelapa sawit 
mulai dari tingkat Undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan di 
tingkat Menteri. Bagian berikut ini menyajikan peraturan-peraturan yang diperkirakan 
berimplikasi pada pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa sawit menurut 
urutan waktu terbitnya. 

4.1.  Regulasi dan Manajemen Kemitraan dan Dampaknya pada 
Petani Skala Kecil 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha 
perkebunan mencantumkan pembangunan kebun rakyat wajib dijalankan perusahaan 
perkebunan swasta maupun BUMN sesuai. Dipertegas dalam Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, 
Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus 
lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun 
masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau 
IUP. Namun demikian, mekanisme pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat 
belum diatur secara jelas dan tegas. Perhitungan 20 persen dari luas areal perkebunan 
perusahaan juga masih belum jelas sehingga belum terdapat kesatuan pengaturan dan 
penafsiran yakni apakah perhitungannya berdasarkan dari luasan areal berdasarkan 
IUP atau HGU atau areal tertanam kewajiban pembangunan kebun masyarakat 
ditetapkan sebesar 20 persen dari luasan HGU perusahaan. Mekanisme yang berlaku 
adalah saat proses pengajuan HGU, perusahaan harus sudah memiliki lokasi yang akan 
menjadi objek pembangunan kebun rakyat.7 Sementara, pada saat penetapan objek 
kebun rakyat, luasan hak atas tanah (HGU) belum disetujui. 

7  https://sawitindonesia.com/aturan-pembangunan-plasma-butuh-kepastian/



20 ResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 42 menjelaskan bahwa 
pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki 
hak atas tanah berupa HGU dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau kedua-duanya. 
Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2015 mengenai pengujian 
UU Perkebunan No 39/2014 menghilangkan kata “atau”. Ini artinya pembangunan 
kebun sawit hanya bisa dilakukan jika telah terbit HGU dan IUP. Perkebunan rakyat 
dijelaskan pada pasal 58 tentang kemitraan usaha perkebunan. Yaitu, bahwa perusahaan 
perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan 
kebun masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang 
diusahakan perusahaan perkebunan. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat 
dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memfasilitasi 
pembangunan kebun harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun 
sejak HGU diterbitkan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan yang tidak melaksanakan aturan 
sesuai UU akan mendapatkan sanksi di antaranya sanksi administratif berupa: denda, 
pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan, dan/atau pencabutan Izin 
Usaha Perkebunan.8

Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian 
Tandan Buah Segar Sawit Produksi Pekebun mengatur bahwa provinsi sentra sawit di 
Indonesia harus menerbitkan penetapan harga TBS. Di Provinsi Sulawesi Tengah, harga 
ini diatur dalam Peraturan Gubernur tentang penetapan harga TBS yang ditetapkan oleh 
tim di bawah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi. Sistem satu harga sawit telah 
diberlakukan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian, tata kelola 
penetapan harga tersebut masih banyak dipertanyakan. 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Perizinan 
Berusaha Sektor Pertanian menegaskan bahwa kepemilikan Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) Budidaya tidak akan berlaku apabila lahan kebun belum memiliki status Hak Guna 
Usaha (HGU). Faktanya, sejumlah perusahaan menggarap lahan perkebunan sawit, 
meskipun tidak memiliki HGU. Di samping melanggar peraturan Menteri Pertanian 
di atas, aktifitas perusahaan tersebut melanggar Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
dan PP No 40/1996 tentang Hak Guna Usaha serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang (Permen ATR) Nomor 7/2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak 
Guna Usaha. Tidak adanya legalitas usaha perusahaan berimplikasi pada lahan yang 
seharusnya diberikan sebagai kerja sama inti-plasma sebagaimana diatur dalam UU No. 
39/2014 tentang Perkebunan di atas. 

8  https://sawitindonesia.com/aturan-pembangunan-plasma-butuh-kepastian/ 
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Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit. Inpres Nomor 
8/2018 ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018. 
Salah satunya menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi izin kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan. 
Menteri Pertanian mendapat tugas untuk menyusun dan memverifikasi data dan peta 
Izin Usaha Perkebunan Sawit sekaligus Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Sawit. 
Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) 
kebun-kebun sawit.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem 
Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. Melalui regulasi ISPO mereka 
harus di sertifikasi untuk petani plasma di lapangan namun banyak petani yang tidak 
memenuhi standar ISPO ini karena adanya standar yang cukup tinggi. Gabungan 
Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) memiliki ketua yang juga merupakan direktur 
Astra. Astra sejak awal tidak mau bergabung dan menjalankan kegiatan Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dengan pengaruhnya yang luar biasa di GAPKI, 
kemudian GAPKI keluar dari RSPO dan mengusulkan Indonesia Sustainable Palm Oil 
(ISPO), walaupun tidak semua perusahaannya mendapatkan ISPO. Jika mengacu pada 
Peraturan Menteri pertanian yang mengacu dengan ISPO ada beberapa regulasi atau 
persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan 
seperti, dokumen pembentukan atau pendirian Usaha Kebun Plasma, Copy sertifikat 
ISPO kebun inti, Daftar anggota kelompok atau koperasi usaha Kebun Plasma, Hak atas 
tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai peraturan bidang 
pertanahan. 

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih memerlukan peraturan 
turunan yang sedang disiapkan oleh Pemerintah hingga tulisan ini disusun. Namun 
demikian, regulasi baru ini diduga dapat mempersulit petani dalam mempertahankan 
kepemilikan lahan jika tidak cukup bukti jaminan terhadap kepemilikan lahan. Hak 
petani atas pengusahaan kebun sawit milik mereka yang diklaim berada di Kawasan 
hutan kemungkinan tidak akan terealisasi karena tidak ada izin (Forest Digest, 2020). 
Meskipun demikian, terdapat jangka waktu tiga tahun pemutihan untuk menyelesaikan 
persoalan administratif. Dalam aspek lingkungan, regulasi baru ini disoroti karena 
kelonggarannya dalam kewajiban analisa dampak lingkungan (AMDAL). Aturan 
turunan tentang pengaturan analisa lingkungan perkebunan masih dalam proses. Jika 
keberadaan AMDAL ditiadakan, sebagian pendapat menyebutkan bahwa akan terjadi 
penurunan kualitas lingkungan dalam jangka panjang, yang mana secara tidak langsung 
akan merugikan petani. Peraturan turunan dari UU ini juga perlu mempertimbangkan 
pelibatan petani sawit skala kecil. 
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Tabel 2 Regulasi Pengelolaan Komoditas Sawit di Indonesia

2014 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan dan Putusan MK 138/2015  
mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014.

1. Pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah 
memiliki hak atas tanah (HGU) dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau 
kedua-duanya. Putusan MK 138 menghilangkan kata “atau”.

2. Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib 
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% 
dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan

 

2018 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium sawit

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi izin kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan. 

2. Menteri Pertanian mendapat tugas untuk menyusun dan memverifikasi data 
dan peta Izin Usaha Perkebunan Sawit sekaligus Surat Tanda Daftar Usaha 
Perkebunan Sawit. 

3. Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk mengevaluasi Hak Guna 
Usaha (HGU) kebun-kebun sawit.

 

2018 Permentan 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan 
Buah Segar Sawit Produksi Pekebun

Tim penetapan harga TBS di bawah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 
Sulawesi Tengah menerapkan sistem satu harga sawit untuk wilayah Provinsi 
Sulawesi Tengah.

 

2019 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2019 mengenai Tata Cara Perizinan 
Berusaha Sektor Pertanian

Kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya tidak akan berlaku apabila 
kebun belum berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
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2020 Peraturan Presiden No 44/2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan 
Sawit Berkelanjutan Indonesia

1. Melalui regulasi ISPO mereka harus di sertifikasi untuk petani plasma di 
lapangan namun banyak petani yang tidak memenuhi standar ISPO ini karena 
adanya standar yang cukup tinggi.

2. Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) memiliki ketua yang juga 
merupakan  direktur Astra. Astra sejak awal tidak mau bergabung dan 
menjalankan kegiatan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Dengan 
pengaruhnya yang luar biasa di GAPKI, kemudian GAPKI keluar dari RSPO 
dan mengusulkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Walaupun tidak 
semua perusahaannya mendapatkan ISPO.

3. Jika mengacu pada Peraturan Menteri pertanian yang mengacu dengan 
ISPO ada beberapa regulasi atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan pembiayaan dari perbankan seperti:

        -  Dokumen pembentukan atau pendirian Usaha Kebun Plasma 
        -  Copy sertifikat ISPO kebun inti

        -  Daftar anggota kelompok atau koperasi usaha Kebun Plasma  

4. Hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) untuk setiap anggota sesuai 
peraturan bidang pertanahan.

Sumber : dirangkum dari berbagai sumber.

4.2. Regulasi Sawit Berkelanjutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Buku Buku Kredit Pembiayaan Perkebunan 
dan Industri Sawit yang merupakan panduan bagi lembaga keuangan dalam melakukan 
pembiayaan perusahaan sawit dengan landasan pembangunan berkelanjutan. Buku 
panduan ini bersifat tidak mengikat. Meskipun demikian, buku acuan tersebut 
adalah bagian dari penerapan Peraturan OJK 51/2017 tentang penerapan keuangan 
berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Dalam panduan tersebut, OJK secara jelas mengatur kepastian bahwa dampak dari 
pembiayaan yang disalurkan ke pengelola perusahaan dan perkebunan sawit harus 
memenuhi kriteria LST (lingkungan, sosial dan tata kelola). Pengaturan tentang prosedur 
mengantisipasi masalah hukum pengambilan lahan dan dampak terjadinya kemiskinan 
dituangkan pada bagian tindak lanjut dalam penerapan keuangan berkelanjutan (OJK, 
2019 hal. 49). OJK mengatur bahwa bank perlu mamahami faktor permasalahan dan 
apa saja yang dapat mendukung perbaikan kinerja nasabah perkebunan dan industri 
sawit. 
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Artinya, jika terdapat faktor yang menghambat 
perbaikan kinerja keberlanjutan, bank dapat 
mengingatkan dan mengangisipasi. Dalam acuan 
tersebut, bank seharusnya dapat memulai secara 
sistematis dan terstruktur bagaimana menerapkan 
keuangan berkelanjutan untuk sektor sawit. 
Alur penilaian dampak sektor tersebut dalam 
keberlanjutan dijelaskan secara terstruktur dan 
jelas. Sementara itu, acuan untuk pengentasan 
kemiskinan tercantum dalam lampirannya yang 
mengacu pada standar sertifikasi RSPO dan ISPO. 

“
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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V. Pekebun sawit skala kecil di Sulawesi Tengah 

Luas lahan perkebunan sawit bertambah sekitar 50 ribu hektar dalam rentang 
2011-2019, di mana 47 ribu hektar adalah penambahan luas perkebunan swasta 
(Ditjen Perkebunan, 2016, 2019). Gambar 4 memberikan ilustrasi luas lahan sawit 

di Sulawesi Tengah. Tahun 2011 dan 2012, luas perkebunan rakyat lebih besar daripada 
perkebunan swasta. Di tahun itu, perkebunan rakyat adalah sekitar 50 ribu hektar, 
sedangkan perkebunan swasta 42 ribu hektar. Data statistik perkebunan sawit yang 
dikumpulkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencatat bahwa 
mulai tahun 20139  lahan perkebunan swasta besar meningkat secara drastis dari 42,6 
ribu hektar menjadi 72 ribu hektar. Luas tersebut terus meningkat hingga 85 ribu hektar 
di tahun 2019. Sebaliknya, luas lahan perkebunan rakyat berubah dari sekitar 79 ribu 
hektar di tahun 2017 menjadi 54 ribu hektar di tahun 2019. 

9  Pada tahun 2013 Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mensyaratkan perusahaan perkebunan memfasilitasi 
kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal izin perkebunan.

Bagian Kelima

Pekebun Kelapa Sawit Skala
Kecil di Sulawesi Tengah 

Sejak tahun 2015, NTP sektor perkebunan rakyat di Sulteng terus berada di bawah 100. 
Pada tahun 2017 dan 2018 bahkan berada di bawah 90. Kondisi ini mengindikasikan 
kesejahteraan petani yang relatif lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. 
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Gambar 4 Luas Perkebunan Rakyat dan Swasta Besar (ribu hektar) 2011-2019
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Sumber : (Ditjen Perkebunan, 2016, 2019)

Peningkatan luas perkebunan swasta sekaligus menambah luas lahan mature yang dapat 
menghasilan TBS (lihat Tabel 3). Kenaikan itu menggenjot produksi perkebunan swasta 
yang semula 133 ribu ton tahun 2015 menjadi 281,8 ribu ton tahun 2019. Sementara, 
luas lahan perkebunan sawit rakyat yang mature hanya sekitar separo dari luas mature 
lahan perusahaan di tahun 2019. Produksi perkebunan rakyat cenderung turun dari 
158,6 ribu ton tahun 2017 menjadi 130,4 ribu ton tahun 2019.

Tabel 3 Luas dan Produksi Perkebunan di Sulawesi Tengah, 2015-2019

Tahun

Perkebunan Rakyat Perkebunan Swasta Jumlah

Luas 
(ha)

Mature 
(ha)

Produksi 
(ribu ton)

Luas 
(ha)

Mature 
(ha)

Produksi 
(ribu ton)

Luas 
(ha)

Mature 
(ha)

Produksi 
(ribu ton)

2015 73.65 38.99 140.39 76.34 48.16 133.18 151.12 88.27 275.35

2016 77.94 39.33 144.42 78.71 52.58 156.99 157.83 93.04 303.20

2017 79.35 43.09 158.57 84.93 56.49 174.69 165.71 100.93 335.78

2018 51.60 34.73 121.34 83.26 72.35 262.28 134.86 107.08 383.62

2019 54.01 36.35 130.36 85.04 73.90 281.77 139.05 110.25 412.13

Sumber : dikompilasi dari (Ditjen Perkebunan, 2016, 2019)

Berdasarkan UU tentang Perkebunan, petani dapat mengelola hingga 25 hektar lahan 
sawit. Jika seorang petani memperoleh lebih dari 25 ha, mereka perlu mendaftar sebagai 
usaha kecil. Namun demikian, kondisi ini jarang terjadi. Diperkirakan hanya terdapat 
beberapa petani yang mengelola beberapa ratus hektar lahan di berbagai lokasi. Tabel 
4 menunjukkan luasan lahan dan lahan mature serta rata-rata luas yang dimiliki per 
petani di kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun luas lahan yang tersedia 
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untuk sawit sekitar 51,6 ribu hektar, luas area mature hanya seluas 34,7 ribu hektar 
Secara rata-rata petani di Sulawesi Tengah hanya dapat mengelola 1 hektar hingga 2 
hektar lahan sawit dari area mature. Terdapat 7 kabupaten yang memiliki lahan sawit. 
Morowali dan Donggala adalah dua kabupaten yang memiliki luas lahan sawit terbesar.

Tabel 4 Luas Area Sawit dan Kepemilikan Petani Tahun 2018

Kabupaten
Luas Area 

Mature (Ha)
Luas Area 

(Ha)
Jumlah 

Petani (KK)

Rata-rata luas 
mature per 
petani (ha)

Rata-rata luas 
lahan per 

petani (ha)

Banggai 7638 9661 5228 1,46 1,8

Morowali 9227 16330 6190 1,49 2,6

Poso 470 1026 497 0,95 2,1

Donggala 9263 10776 5300 1,75 2,0

Tolitoli 0 117 289 0 0,4

Buol 4669 7915 3701 1,26 2,1

Parigi Moutong 158 440 241 0,66 1,8

Morowali Utara 3300 5336 2547 1,30 2,1

Rata-rata Provinsi 
Sulawesi Tengah

34725 51601 23993 1,45 2,2

Sumber : BPS, 2018

Pendapatan petani sawit sangat rendah. Dengan menggunakan perkiraan harga nominal 
dua ribu rupiah pendapatan petani sawit rata-rata ditunjukkan pada Tabel 5. Namun 
demikian, beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah pernah mengalami harga TBS yang 
sangat rendah.10  Rata-rata pendapatan tersebut sangat dibandingkan dengan upah 
minimum regional Sulawesi Tengah11. Demikian pula, dengan angka pendapatan rata-
rata tersebut, misalkan rumah tangga petani hanya bergantung pada hasil sawit, maka 
mereka berada di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Tahun 2018, garis kemiskinan 
nasional adalah Rp 401.220 per kapita per bulan. Dengan rata-rata 4,6 anggota rumah 
tangga, garis kemiskinan per rumah tangga miskin nasional adalah Rp 1.901.402 per 
bulan (BPS, 2018).

10  https://sulteng.antaranews.com/berita/44061/harga-jual-tbs-sawit-terlalu-rendah 
11  UMR Sulawesi Tengah tahun 2018 sekitar 1,9 juta rupiah per bulan per karyawan.
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Tabel 5 Rata-rata Pendapatan Petani Tahun 2018

Kabupaten Produksi 
(ton)

Produktifitas 
(ton/ha)

Pendapatan Petani  
(Rp/bulan)*

Banggai 34.844 4.6 1,110,814 

Morowali 42.538 4.6 1,145,342 

Poso 1.045 2.2 350,436 

Donggala 17.300 1.9 544,025 

Buol 12.370 2.6 557,057 

Parigi Moutong 144 0.9 99,585 

Morowali Utara 13.099 4.0 857,152 

Rata-rata Provinsi Sulteng 121.340 3.5 842,885 

*) menggunakan rata-rata harga TBS Rp 2000/kg  
Sumber : Produksi dan Produktifitas diambil dari BPS (2018), Pendapatan Petani dihitung oleh penulis

Tabel 6 NTP Subsektor Perkebunan Rakyat Sulawesi Tengah tahun 2018

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

NTP 101.65 91.64 92.73 82.29 86.88

Sumber : (BPS Sulteng, 2018)

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Tabel 6 memberikan indikasi kesejahteraan petani 
perkebunan di provinsi Sulawesi Tengah. NTP berada di bawah 100 mengindikasikan 
bahwa petani mengalami defisit, di mana pendapatan petani turun dan lebih rendah 
daripada pengeluarannya.  Hal ini karena kenaikan harga produksi relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi. Sejak tahun 2015, NTP sektor 
perkebunan rakyat di Sulteng terus berada di bawah 100. Pada tahun 2017 dan 2018 
bahkan berada di bawah 90. Kondisi ini mengindikasikan kesejahteraan petani yang 
relatif lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. 
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Bagian Keenam

Tata Kelola Antara Petani
Sawit dan Anak Perusahaan
Astra Agro Lestari (AAL) 

Perkebunan kelapa sawit AAL menguasai sekitar 10 hingga 15 persen dari total lahan 
perkebunan. Keberadaan perkebunan AAL yang sudah berlangsung cukup lama 
diperkirakan membawa perubahan pada masyarakat sekitar. Ini termasuk petani 
skala kecil yang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar perkebunan. 

Perkebunan AAL telah mulai beroperasi di Sulawesi Tengah sejak akhir 1998 
melalui salah satu anak perusahaannya. Pada 2007-2008 group tersebut mulai 
secara aktif melakukan pembangunan dan perluasan perkebunan sawit. Pada 

tahun 2012 secara komersial, grup AAL mengoperasikan empat anak perusahaannya, 
yaitu PT. Cipta Agro Nusantara (CAN), PT. Lestari Tani Teladan (LTT), PT. Sawit Jaya 
Abadi (SJA), dan PT. Rimbunan Alam Sentosa (RAS). Grup AAL kemudian diperkirakan 
menguasai areal seluas 77.359 hektar, berdasarkan izin lokasi melalui lima anak 
perusahaannya di Kabupaten Morowali di tahun 2015. Selama periode 2007-2014 Grup 
AAL telah membuka hampir 9.000 hektar hutan di Sulawesi Tengah di mana seluas 660 
hektar adalah hutan hutan primer (Kate & Zakaria, 2015). 

Perkebunan sawit AAL menguasai sekitar 10 hingga 15 persen dari total lahan 
perkebunan. Keberadaan perkebunan AAL yang sudah berlangsung cukup lama 
diperkirakan membawa perubahan pada masyarakat sekitar. Ini termasuk petani skala 
kecil yang sebagian besar bertempat tinggal di sekitar perkebunan. Kontras dari itu, 
paparan pada bab 7  memberikan deksripsi kondisi petani sawit secara Sulawesi Tengah 
secara umum memiliki pendapatan dan nilai tukar petani yang sangat rendah. Kondisi 
tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana relasi antara perusahaan dengan petani. 
Dimana fokus tulisan ini adalah pada perusahaan AAL, bagian ini menguraikan relasi 
antara anak perusahaan AAL dengan petani sawit skala kecil di Sulawesi Tengah. 
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6.1. PT Cipta Agro Nusantara (CAN)

PT. Cipta Agro Nusantara merupakan salah satu anak perusahaan AAL.12  Perusahaan ini 
beroperasi di Kecamatan Lembo Raya (sebelumnya Kecamatan Lembo) di Kabupaten 
Morowali Utara (sebelumnya Kabupaten Morowali). Perusahaan ini beaktifitas 
pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0905/
Umum/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan 
Usaha Perkebunan Kepala Sawit PT. Cipta Agro Nusantara di Kecamatan Lembo. Pada 
tanggal 12 Maret 2008, izin lokasi tersebut dicabut berdasarkan Keputusan Bupati 
Morowali Nomor 188.45/SK.0349/TAPEM/2008. Pencabutan ini sekaligus meminta CAN 
untuk menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya hingga keputusan lebih lanjut. 
Perusahaan mendapatkan izin lokasi kembali pada 15 Juli 2008 berdasarkan keputusan 
Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0154/DIPERTA/VII/2008. Peraturan tersebut 
memberikan izin lokasi untuk kepada CAN untuk melakukan usaha perkebunan sawit 
di atas lahan seluas 10.013,5 hektar di Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali. 

6.1.1. Relasi Awal Perusahaan dengan Petani

Berdasarkan keterangan warga, perusahaan ini memulai kegiatan sejak 2007 dan 
melakukan pertemuan sosialisasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan didampingi 
oleh Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pertanian.13  Dalam pertemuan-
pertemuan awal tersebut, perusahaan mensosialisasikan kepada masyarakat perihal 
rencana aktivitas perusahaan dan rencana membangun kemitraan dengan petani 
melalui skema kebun plasma.

Tahun pertama beraktifitas, CAN selain melakukan pengurusan dokumen bersama 
Pemerintah Desa terkait dengan alokasi lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang akan 
diajukan menjadi kebun plasma. Perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja 
harian lepas untuk membantu proses land clearing dan pembibitan yang juga melibatkan 
perempuan. Dalam pelibatan tenaga kerja tersebut, perusahaan tidak memberikan 
pekerja fasilitas alat kerja sehingga para pekerja menyiapkan sendiri seperti kebutuhan 
bekerja seperti sepatu boot, sarung tangan, dan alat pelindung kerja lainnya.

Setelah tahapan pembibitan dan penanaman selesai, pihak perusahaan menyampaikan 
ada pengurangan tenaga kerja dengan alasan dana tidak mencukupi untuk membiayai 
tenaga kerja, sehingga saat itu dilakukan pengurangan tenaga kerja harian lepas, di 
samping ada yang melanjutkan kontrak untuk menjadi pekerja inti perusahaan. Tenaga 
kontrak sebagian besar bukan berasal dari Desa Petumbea. Warga Desa Petumbea 
yang direkrut kebanyakan menempati posisi keamanan, tenaga mekanik, mandor 
perusahaan dan pengawas.

12  Laporan Tahunan 2019 PT. Astra Agro Lestari, Tbk.
13  Diskusi dengan warga desa Petumbea tanggal 30 November 2020.
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6.1.2. Pembagian Lahan dan Skema Inti-Plasma Perkebunan Sawit di Desa Petumbea

Pada tahun 2011 dan 2012, konversi lahan perkebunan mulai dipersiapkan perusahaan 
dengan terlebih dahulu membentuk koperasi petani plasma “Tamungku Inda” yang 
beranggotakan 176 orang. Setelah koperasi terbentuk, CAN menyiapkan rancangan 
nota kesepahaman dengan beberapa isi kesepakatan dengan koperasi. Salah satunya 
bentuk skema kerja sama yang ditawarkan perusahaan adalah pengelolaan kebun 
plasma dalam bentuk skema operator. Skema operator yaitu petani memberikan secara 
penuh pengelolaan kebun plasma kepada perusahaan dan menyepakati pembagian 
hasil keuntungan kepada koperasi sebesar 10 persen. Di sisi lain, warga menawarkan 
skema pola “IGA”. Pola IGA atau Income Generating Activity adalah istilah yang dipahami 
oleh warga, dimana perusahaan menyiapkan semua kebutuhan pada petani, seperti 
bibit dan pelatihan pengolahan hingga panen kemudian menjual hasil ke perusahaan. 
Hanya saja, skema IGA tidak diterima oleh perusahaan dengan alasan pola tersebut 
dianggap kurang menguntungkan. Meskipun tidak semua anggota koperasi memahami 
skema kerjasama operator, nota kesepahaman tetap ditandatangani di Kota Palu yang 
hanya diketahui sebagian anggota.14

Pembagian lahan inti-plasma adalah inti mendapat 80 persen atau sekitar 900 hektar dan 
plasma sebesar 20 persen atau sekitar 188 hektar lahan di Desa Petumbea yang terbagi 
dalam 8 blok (blok 8 – 15). Alokasi lahan yang menjadi kebun plasma pada waktu itu diatur 
oleh pemerintah desa dengan membagi tiap kepala keluarga (KK) luasan yang berbeda-
beda, yaitu 2 hektar, 1 hektar, dan 0,5 hektar. Hampir 50 persen dari KK mendapatkan 
0,5 ha, sementara pengurus rata-rata mendapatkan pembagian 2 hektar. Lahan tersebut 
adalah APL yang belum diolah menjadi kebun aktif sehingga peruntukannya diatur 
secara admistrasi oleh pemerintah desa. Lahan lainnya dapat diajukan untuk masuk 
dalam kebun plasma. Terdapat 2 petani yang memiliki sertifikat yang diikutsertakan 
lahannya untuk menjadi bagian dari plasma. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, di 
mana tanah yang bersertifikat seharusnya tidak dikusertakan dalam klaim perusahaan 
sebagai kebun plasma 20 persen, melainkan harus menjadi plasma mandiri dengan 
pola IGA yang ditawarkan masyarakat.

6.1.3. Perhitungan Bagi Hasil dan Skema Kredit

Koperasi “Tamungku Inda” dibentuk oleh perusahaan untuk menjadi wadah 
intermediary antara perusahaan dan petani. Koperasi melakukan pembagian bagi hasil 
dilakukan setelah mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketua koperasi 
memberikan persetujuan atas laporan rencana kerja panen dan biaya. Secara umum, 
petani mendapatkan bagi hasil yang sangat kecil. Pada awalnya di tahun 2012, petani 
menerima bagi hasil sekitar Rp 1.000.000 per anggota. Jumlah tersebut hanya diterima 

14  Diskusi dengan warga desa Petumbea tanggal 30 November 2020.
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satu kali dari pengurus koperasi dengan cara dibagikan langsung. Selanjutnya, petani 
mendapatkan bagi hasil yang disepakati yaitu setiap 2 atau 3 bulan. Rata-rata anggota 
koperasi hanya mendapatkan bagi hasil tertinggi sebesar Rp 100 ribu per bulan dan 
rata-rata bagi hasil hanya berkisar Rp 50 ribu per bulan. Petani dengan lahan 0,5 hektar 
hanya menerima terakhir sebesar Rp 48 ribu per bulan.15 Namun beberapa petani, 
seperti pengurus atau pengawas koperasi bisa memperoleh antara Rp 100 ribu hingga 
Rp 600 ribu per bulan.16  

Namun demikian, sebagian besar petani sebagai anggota koperasi tidak mengetahui 
dasar perhitungan bagi hasil. Menurut pihak petani, informasi yang diperolah dari dari 
pihak perusahaan maupun koperasi adalah bahwa hasil panen menurun.  Berlawanan 
dengan itu, petani mendapati kondisi lapangan yang menunjukkan bahwa tandan buah 
segar (TBS) plasma sawit yang dipanen oleh pekerja (pemanen) tampaknya mengalami 
peningkatan (tahun 2020). Memang terdapat informasi bahwa ada blok plasma (blok 11 
dan 12) yang tidak terawat dengan baik serta infrastruktur jalan yang rusak. Namun, 
dari kondisi tersebut petani tidak mempunyai informasi mengapa nilai bagi hasil 
tersebut sangat kecil.

15  Diskusi dengan warga tanggal 30 November 2020  
16  Wawancara dengan warga tanggal 1 Desember 2020
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“Jadi saya kan mewakili petani, inilah yang terjadi to, dorang 
buat MoU, saya bilang akan bertanggung jawab MoU ini. 
Tapi kan petani sudah rasakan. Kalau kita mau bicara lahan, 
sekarang to, dengan hasil. Lebih baik lahan itu ditahan, 
daripada cuma 50.000 per dua bulan lagi.” 

Wawancara dengan petani Desa Petumbea, 
2 Desember 2020

“
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Dalam bagi hasil tersebut, terdapat kredit yang dibebankan kepada petani. Namun 
demikian, petani tidak cukup memahami kredit atau hutang yang dibebankan kepada 
mereka sebagai anggota koperasi. Atas total lahan plasma Desa Petumbea sebesar 188 
Ha, dikenakan nilai kredit sekitar Rp 85.000.000 per hektar. Jadi, total kredit kebun 
plasma adalah sebesar Rp 15.980.000.000 yang ditanggung oleh seluruh anggota 
koperasi.17 Akan tetapi, petani juga tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi 
berapa besar potongan pengembalian hutang per bulan, serta berapa lama jangka 
waktu pengembalian. Dalam perkembangan pengelolaan kebun plasma oleh CAN, 
terdapat kebijakan “Dana Talangan” dari pihak perusahaan, kebijakan ini bermaksud 
untuk menambah biaya untuk pembayaran hutang kredit kebun plasma dengan alasan 
hasil panen menurun. Dalam hal informasi yang tersedia tidak cukup memadai, 
sebagian besar petani dalam keadaan tidak memahami utuh kerjasama yang dilakukan 
dengan perusahaan karena hanya terlibat dalam sosialisasi dan pertemuan persiapan 
awal. Petani bersedia diikutsertakan menjadi anggota koperasi karena mendapatkan 
informasi untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

Dalam prosesnya, petani plasma mulai merasa tidak nyaman dengan “pola operator” 
yang ternyata memberatkan petani plasma. Di sisi lain, mereka sebagai anggota koperasi 
tidak mengetahui lokasi yang jelas atas lahan kebun plasma milik mereka, terutama 
petani dengan area lahan 0,5 hektar. Pada pertemuan awal, pemerintah desa berjanji 
akan membuatkan sertifikat jika pembayaran hutang sudah selesai. Kerja sama yang 
dibangun dianggap tidak memberikan keuntungan antara petani dengan CAN melalui 
koperasi yang dibentuk. Tetapi, dalam kondisi kurangnya pemahaman untuk bertindak 
mencari solusi, sampai saat ini petani lebih memilih diam dan mengembangkan lahan 
karet untuk menambah pendapatan ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, pihak koperasi 
dianggap mulai memahami kerugian dalam skema kerjasama tersebut dan bersama 
dengan petani berencana untuk meninjau kembali nota kesepahaman yang telah 
disepakati bersama CAN. 

6.2. PT. Agro Nusa Abadi (ANA)

PT. Agro Nusa Abadi merupakan anak perusahaan dari AAL. Perusahaan ini memiliki 
izin lokasi pada tahun 2006. ANA melakukan kegiatan investasi bidang perkebunan 
kepala sawit di Kabupaten Morowali Utara termasuk di dalamnya Desa Bungintimbe, 
Kecamatan Petasia Timut berdasarkan izin Nomor 188.45/SK.0762/Umum/2006 tentang 
Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan PT. Sawit Jaya Abadi di 
Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo tanggal 8 Desember 2006. Pada tanggal 27 
April 2007 terbit izin usaha nya dengan luas yang sama seperti tahun 2016 yaitu sebesar 
19.675 Ha. Perusahaan ini mendapatkan izin tanpa melalui proses clean and clear 

17  Keterangan ketua koperasi kebun plasma Desa Petumbea
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(CNC)18, yaitu izin usaha perkebunan langsung terbit. Pada tanggal 26 September 2008 
Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan rekomendasi pembangunan perkebunan 
sawit dengan luas 19.675 Ha. 

6.2.1. Relasi Awal Perusahaan dengan Petani

Pada awal masuknya perusahaan, terdapat perdebatan tentang hak atas tanah, karena 
mayoritas masyarakat telah tinggal di wilayah itu sejak tahun 1990an. Jadi masyarakat 
sudah berada di sana pasti lebih dari 15 tahun Ketika ANA pertama kali masuk. Pada 
saat itu, wilayah tersebut masih masuk dalam Kabupaten Poso. Kabupaten Poso 
mengundang warga untuk membangun wilayah tersebut, yang dulunya adalah rawa-
rawa. Kemudian mereka membuat kebun, tambak, sawah, dan tanaman coklat. Wilayah 
perkebunan ANA tersebut dahulunya rawan banjir sehingga kemudian mereka tidak 
dapat menanam coklat secara intensif di sana. Mereka harus mengganti-ganti tanaman 
dan yang lain membangun tambak di pinggir pantai. Dan ini membuat mereka harus 
mengungsi kembali ke kampung mereka masing-masing. 

Karena wilayah tersebut ditinggalkan, pada tahun 2008, AAL masuk hanya dengan izin 
operasi membuka lahan. Dalam proses membuka lahan, AAL didampingi oleh aparat 
hukum, bibit dibawa oleh truk dari kepolisian. Karena terdapat simbiosis mutualisme 
bagi mereka. Wilayah tersebut merupakan tempatnya eboni yang mana merupakan 
kayu hitam yang mahal (lihat Kontras, 2004). Masyarakat saat itu tidak berani melakukan 
protes atas pengambilalihan lahan mereka. Protes terbuka baru dimulai sekitar tahun 
2012-2014. Selama kurun waktu tersebut terdapat 7 desa yang telah berkontrak dengan 
ANA. 

Gambar 5 Lokasi PT. Agro Nusa Abadi Berbatasan dengan PT. Sawit Jaya Abadi
 

Sumber : Dokumen AMDAL Rencana Perkebunan dan Pengolahan Sawit ANA

18  Clean and clear adalah mekanisme verifikasi legalitas izin usaha perkebunan yang dilakukan oleh institusi 
penerbit izin. 
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Masyarakat pada tujuh desa tersebut terpaksa beralih mata pencaharian. Kondisi yang 
dianggap paling parah terjadi pada masyarakat desa Bunta, karena awalnya wilayah 
tersebut adalah sawah yang cukup baik dan menghasilkan. Meskipun, ANA dianggap 
memiliki praktik budidaya sawit dan manajemen pengelolaan air yang baik. Tetapi, 
manajemen kendali air ternyata mengakibatkan sawah petani dan rumah masyarakat 
desa Bunta terendam air. Kondisi itu memaksa penduduk desa Bunta pindah dari lokasi 
tempat tinggal mereka. 

Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan dengan sengaja mengakibatkan 
banjir di desa Bunta. Hal ini agar lahan penduduk dapat diambil untuk dijadikan 
perkebunan. Beberapa petani Bunta yang memiliki sertifikat pada akhirnya tidak dapat 
mengoperasikan lahannya untuk bersawah, sehingga lahan mereka menjadi tidak 
produktif lagi. Lahan sawah tidak lagi dapat dikelola untuk memproduksi tanaman 
apapun karena air yang berasal dari perusahan yang mengalir ke lahan petani. Lahan 
tersebut secara tidak langsung menjadi tempat pembuangan air perusahaan. Petani 
sudah melakukan protes, tetapi kejadian banjir dianggap bukan merupakan tanggung 
jawab langsung perusahaan. Di sisi lain, dari lahan yang kosong yang telah ditinggalkan 
oleh masyarakat tersebut, secara perlahan perusahaan melakukan pengambilan lahan 
untuk perkebunan. Tahun 2020 petani melaporakan kondisi tersebut pada pemerintah 
daerah. Akan tetapi, hingga tulisan ini disusun belum ada kejelasan penyelesaian 
kepemilikan lahan tersebut. 

6.2.2. Kepemilikan dan pengusahaan lahan antara petani & perusahaan

Sejak perusahaan ANA memulai perkebunan, perusahaan membangun daerah Petasia 
Timur, Kabupaten Morowali Utara. Kemudian ANA menjanjikan plasma kepada petani 
yang mana hingga 2020 tidak ada kejelasan lokasi lahan plasma perkebunan ini. 
Selanjutnya, tahun 2009 perusahaan ini mulai melakukan aktivitas penanaman sawit 
di atas lahan masyarakat Kecamatan Petasia Timur tanpa didahului dengan proses 
pelepasan hak tanahnya. Kondisi ini memunculkan perselisihan lahan, akibat klaim ha 
katas tanah. Selain itu, perselisihan lahan dipicu karena pada awalnya ANA menjelaskan 
bahwa dari pembukaan perkebunan sawit akan ada plasma. 

Perselisihan lahan mendorong dibentuknya tim pada tahun 2009 untuk mengidentifikasi 
status lahan di tujuh desa yang menghadapi perselisihan antara masyarakat dengan 
perusahaan. Ketujuh desa tersebut adalah:

Nama Desa Luas Desa Nama Desa Luas Desa

Desa Tompira 2.400 Ha Desa Peboah 400    Ha

Desa Bunta 1.000 Ha Desa Toara 450    Ha

Desa Molino 1.315 Ha Desa Trans 100    Ha

Desa Bungintimbe 1.400 Ha
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Tanah petani yang berada di ketujuh desa tersebut rata-rata diklaim oleh perusahaan 
masuk kedalam izin usaha perkebunannya, sehingga seharusnya masyarakat desa 
memiliki kesempatan menjadi calon petani plasma (CPP). Namun demikian, proses 
perselisihan berlangsung lama dan penyelesaiannya berlarut-larut.

Pada tahun 2012 masyarakat Desa Bungintimbe melakukan pemblokiran lahan dari 
perusahaan karena tidak ada kejelasan lahan yang mereka dapatkan dari pembukaan 
lahan oleh perusahaan. Pemblokiran oleh masyarakat ini dilanjutkan kembali pada 
tahun 2013. Hingga awal tahun 2014 ANA belum mengeluarkan keputusan terkait 
pemilik plasma perkebunan sawit. Adanya konflik lahan antara petani dan perusahaan 
menjadi sebab utama belum disepakatinya secara keseluruhan calon petani plasma. 
Demikian juga, perusahaan belum memiliki HGU, sehingga seharusnya perusahaan 
tidak boleh melakukan pengelolaan lahan perkebunan sawit. 

Pada 20 Agustus 2014 Bupati Morowali mengeluarkan keputusan Bupati Nomor 188.45/
Kep-B.MU/0096/VIII/2014 tentang Persetujuan Pembaharuan Izin Lokasi untuk usaha 
perkebunan sawit beserta pendukung lainnya dengan luas ± 7.244,33 Ha. Lalu di tahun 
yang sama, perusahaan mengeluarkan surat keputusan tentang calon petani plasma 
(CPP) di Desa Molino. Pemberian keputusan CPP diduga karena adanya kepentingan 
politik pilkada pada tahun itu, sebagai momentum untuk mengambil hati warga.  Setelah 
dikonfirmasi, surat keputusan tentang CPP belum meliputi alokasi lahan plasma. Fakta 
di lapangan yang terjadi adalah lahan yang dimiliki masyarakat masuk ke dalam izin 
usaha perkebunan tanpa adanya proses ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan 
sampai saat ini.19 

Karena banyaknya sengketa lahan akibat perusahaan beroperasi di atas tanah yang tidak 
disepakati, pada tahun 2016 Bupati Morowali menerbitkan peraturan bupati terkait 
dengan ganti rugi. Artinya, ini menunjukan sebelumnya tidak ada ganti rugi karena 
kemudian bupati melakukan diskresi untuk itu. Bupati Morowali Utara menerbitkan 
Surat Keputusan (SK) Nomor 590/0445/ADPUM/IX/2016 tentang Pengaturan Atas 
Lahan Izin Lokasi PT. Agro Nusa Abadi di Desa Bungintimbe. SK tersebut menjelaskan 
bahwa pemberian izin lokasi kepada perusahaan sudah sesuai prosedur, tidak 
terdapat tumpang tindih lahan masyarakat desa Bungintimbe dengan perusahaan, 
pemberian kompensasi kepada lahan yang tidak tumpang tindih untuk menghargai 
warga masyarakat setempat sebesar 2,5 juta rupiah per hektar. Surat tersebut juga 
menjelaskan bahwa untuk lahan yang masih tumpang tindih seluas 198 hektar, serta 
lahan yang menjadi objek putusan pengadilan seluas 728 hektar, maka lahan dijadikan 
Areal Penggunaan Lain (APL) yang mana dalam pengaturannya menjadi bagian izin 
lokasi perusahaan, kecuali lahan-lahan mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM). Surat 
keputusan itu juga menjelaskan bahwa SHM akan diberikan kompensasi atau bentuk 

19  Wawancara dengan warga pada 30 November 2020. 



39ResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

kerja sama yang diserahkan pengaturannya kepada perusahaan. Dengan SK tersebut 
Bupati Morowali Utara memutuskan bahwa keputusan bersifat final dan pihak yang 
keberatan dapat menggugat melalui jalur hukum.20

Surat keputusan Bupati tersebut jelas merugikan masyarakat, karena izin lokasi yang 
diklaim milik perusahaan berada di atas kepemilikan warga yang sah dan diakui oleh 
negara. Dengan ketidakjelasan dan cacat prosedur ini, SK bupati Morowali Utara 
tersebut seharusnya tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. Kemudian, kasus 
ini diangkat hingga tingkat pemerintah pusat dan masuk dalam kategori prioritas 
oleh Kantor Staf Presiden (KSP) sejak tahun 2018 yang dibahas di Tim Percepatan 
Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA). 

Pada tahun 2019, TPPKA KSP membatalkan SK Bupati tersebut. Dengan pembatalan 
itu, berdasarkan analisa legal dokumen, ANA beroperasi di lahan perkebunan tanpa 
Hak Guna Usaha (HGU). Sementara itu, Izin Usaha Perkebunan (IUP) hanya berlaku 
selama 3 tahun dan telah kadaluarsa. Sebagaimana dijelaskan di atas, Permentan 
Nomor 05/2019 menegaskan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan 
harus memiliki HGU untuk mendapatkan IUP dan apabila perusahaan tidak memiliki 
HGU maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Di sisi lain, penerbitan HGU baru dapat 
berlangsung lama dan sangat bergantung pada penyelesaian dengan perselisihan 
lahan. Apabila diduga terdapat kondisi yang tidak sesuai terkait dengan penyelesaian 
perselisihan lahan maka HGU tidak dapat diterbitkan. Dengan kondisi tersebut, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan bahwa ANA akan memerlukan 
waktu lama untuk mendapatkan HGU baru, mengingat konflik lahan masih belum 
kunjung selesai dengan masyarakat. Dan karenanya, seharusnya perkebunan tidak 
boleh beroperasi selama kurun waktu hingga terbit HGU baru. 

6.3. PT. Sawit Jaya Abadi (SJA)

Pada bulan Desember 2006, Bupati Morowali memberikan izin lokasi kepada SJA untuk 
mengelola perkebunan sawit di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo, Kabupaten 
Morowali. Lahan yang diberikan izin lokasi adalah seluas 18.273 hektar. Berdasarkan 
Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/0762/UMUM/2006, perusahaan 
diberikan izin lokasi dengan sejumlah syarat dan ketentuan (lihat Lampiran 1). Di 
antaranya yang terkait dengan masyakarat adalah apabila lokasi tersebut berada di atas 
hak-hak masyakat, maka perolehan tanah dan pemberian ganti rugi harus dilakukan 
secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada bagian lain yang 
berkaitan dengan masyarakat adalah bahwa perusahaan dalam pengolahan kebun 
sawit dari areal APL diwajibkan untuk memperhatikan dan melibatkan masyarakat dari 

20 https://walhisulteng.com/surat-diskresi-bupati-morowali-utara-batal-demi-hukum/ diakses pada 29 Janu-
ari 2021. 
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desa-desa yang berada/berbatasan langsung dengan perusahaan. Pola kemitraan diatur 
secara khusus antara pemerintah dan perusahaan dan berpegang pada prinsip dasar 
saling menguntungkan, dan disosialisasikan kepada masyarakat. 

Persetujuan izin usaha perkebunan (IUP) dan izin pembukaan lahan SJA baru terbit 
pada bulan April 2007. Dalam surat persetujuan izin usaha perkebunan (IUP) nomor 
525.26/0480/UMUM/2007 disebutkan beberapa kewajiban perusahaan. Di antaranya, 
yang terkait dengan petani adalah bahwa perusahaan wajib melibatkan masyarakat 
setempat yang berbatasan langsung dengan lokasi perkebunan untuk memperoleh 
atau memanfaatkan lahannya ditanami sawit sesuai dengan pola kemitraan yang telah 
disepakati antara pemerintah daerah dengan perusahaan. IUP tersebut menegaskan 
bawah pola kemitraan ditentukan antara pemerintah daerah dengan perusahaan. 
Adapun surat izin pembukaan lahan berlaku hingga lima tahun. Dari keterangan 
tersebut, perusahaan selesai melakukan pembukaan lahan pada tahun 2012.  

6.3.1. Skema Bagi Hasil antara SJA dan Petani Plasma

Induk perusahaan AAL melaporkan kegiatan usaha SJA sejak 2012. Namun tidak 
terdapat cukup informasi mulai kapan SJA menginisasi pola kemitraan inti-plasma. 
Informasi dari salah satu responden21  menjelaskan bahwa sejak 2015 perusahaan mulai 
menjanjikan kepada masyarakat untuk membuka lahan plasma. Lahan plasma tersebut 
yang berada di Desa Transmadoro selanjutnya akan dibagikan oleh perusahaan kepada 
petani yang ada di desa tersebut. Perusahaan berjanji akan membantu menanami sawit 
yang kemudian dikelola hasilnya oleh petani. Namun demikian, responden menjelaskan 
bawah sejak 2015 hingga 2018 perusahaan yang mengelola lahan sawit di desa tersebut 
tidak pernah melibatkan petani. Perusahaan baru memberikan hak tersebut kepada 
petani plasma setelah petani menyuarakan protes atas hak mereka.

Demikian pula, sejak SJA mulai mengelola perkebunan dan membentuk pola inti-
plasma, petani berulang kali meminta informasi skema bagi hasil dan plafon kredit 
yang harus dilunasi oleh petani. Namun demikian, tampaknya pihak perusahaan tidak 
pernah memberikan informasi yang jelas hingga studi ini disusun. Dalam pertemuan 
antara perusahaan dengan petani yang dimediasi oleh pemerintah desa22, petani 
mempertanyakan kembali skema bagi hasil apakah 60:40. Berdasarkan skema tersebut, 
petani mendapat 60% dan perusahaan mendapatkan 40% dari lahan yang diusahakan 
perusahaan. Skema yang diinginkan oleh petani adalah 70:30 yaitu petani mendapatkan 
70% dari hasil pengelolaan lahan petani. Pemerintah desa yang diwakili oleh kepala 
desa dan camat cenderung mendorong petani menerima skema yang ditawarkan oleh 
perusahaan. Menurut pemerintah desa, skema tersebut adalah ‘yang terbaik’, meskipun 

21 Wawancara dengan petani di Desa Transmadoro November 2020. 
22  Pada hari selasa, Tanggal 24 November 2020 Bertempat Di RM. Citra Moengko Beach, Kelurahan Moengko 
Kabupaten Poso.
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tidak ada upaya untuk membahas lebih rinci atas skema bagi hasil tersebut. 

Keputusan bagi hasil dibahas dalam pertemuan antara warga pada area unit pelaksana 
teknis (UPT) Kancu’u Saembalawati dengan SJA. Dalam sistem inti-plasma SJA 
yang ada di wilayah kancu’u, koperasi menjelaskan bahwa dalam skema bagi hasil, 
perusahaan memotong 40% untuk membayar biaya investasi yang sudah ditanamkan 
dari perusahaan. Dalam pertemuan tersebut pihak SJA tidak menyetujui skema yang 
ditawarkan petani sawit ke pihak perusahaan sebesar 70 persen untuk petani dan 30 
persen untuk perusahaan (70:30). Perusahaan hanya menyetujui bagi hasil skema 60 
persen untuk petani dan 40 persen untuk perusahaan (60:40). Kondisi ini memunculkan 
perbedaan antara keinginan perusahaan dan petani sawit. Perbedaan tersebut 
menimbulkan perdebatan antara perwakilan masyarakat dan perusahaan. 

Sejumlah petani di lokasi lain dengan pengalaman yang lebih lama berhubungan 
dengan perusahaan, memberi penjelasan kepada perwakilan petani plasma SJA bahwa 
skema bagi hasil 70:30 perlu dipertahankan dengan pertimbangan bahwa skema 
60:40 sangat menguntungkan perusahaan. Menurut penjelasan mereka, berdasarkan 
pengalaman, pemberian upah untuk petani tidak berjalan sesuai yang dijanjikan 
perusahaan. Menurut informasi tersebut, faktanya perusahaan cenderung banyak 
mengambil tenaga pendatang untuk bekerja di perkebunan sawit. Demikian pula, 
terdapat informasi bahwa perusahaan cenderung tidak merespon permintaan kejelasan 
status sertifikasi lahan petani. 

Baik skema 60:40 atau 70:30 tampaknya kelompok petani tidak mendapatkan informasi 
yang jelas tentang detail dari skema bagi hasil yang sebetulnya ditawarkan perusahaan. 
Pihak masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur tentang porsi yang 
diperoleh dari pengusahaan lahan. Sebagian mendapatkan kabar bahwa di samping 
porsi tersebut, petani akan diberi upah setiap bulan. Informasi yang tidak transparan 
bagaimana perusahaan akan mengelola lahan petani dan pengupahan petani yang 
bekerja di lahan yang sama juga muncul dalam informasi yang disampaikan oleh 
responden. 

Pada akhirnya, kesepakatan dengan skema yang diminta oleh masyarakat disetujui 
oleh perusahaan. Meskipun telah mendapatkan kesepakatan bersama, poin tentang 
legalitas sertifikasi lahan tidak dijelaskan dalam dokumen tersebut. Kesepakatan 
tersebut tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) dengan poin-poin di 
bawah ini23. Kesepakatan itu ditandatangani oleh tiga orang perwakilan perusahaan, 
empat orang perwakilan warga UPT Kancu’u Samebalawati, ketua Koperasi Serba Usaha 
Madoro Jaya Maju, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso, dan 
Camat Pamoda Timur. 

23 Berita Acara Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Warga UPT Kancu’u Saembalati 
dengan PT. Sawit Jaya Abadi
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Poin-poin Kesepakatan

1. Warga Unit Transmigrasi UPT Kancu’u Saembalawati, harus menerima lahan 
usaha II (LU II) seluas 100 ha. Penuh sawit kondisi tanaman hidup dari PT. 
Sawit Jaya Abadi untuk 100 KK (1 ha/KK ).

2. Pihak PT Sawit Jaya Abadi 2 wajib melakukan perbaikan / peningkatan badan 
jalan dan pembersihan saluran drainase secara berkala.

3. Lahan Usaha II (LU II) yang belum ditanami sawit / mati merupakan kewajiban 
perusahaan PT. Sawit Jaya Abadi 2 untuk ditanami kembali.

4. Perhitungan bagi hasil : 
a. 70 % untuk warga Transmigrasi dan 30 % untuk biaya angsuran kredit.  
b. Sistem Pengelolaan dilakukan dengan pola mandiri 

5. Pengelolaan Kebun Plasma pada lahan usaha II (LU II) diwadahi /dikelola oleh 
Badan Usaha Koperasi Serba Usaha Mandaro Jaya Maju yang beralamat UPT 
Trans Kancu’u.

6. Warga Transmigrasi UPT Kancu’u Saembawalati tetap menjalin hubungan 
kerja sama dengan PT. Sawit Jaya Abadi 2 dalam bentuk pembinaan di dalam 
UPT TransKancu’u Saembalawati.

7. Hasil Kebun Plasma dijual langsung ke pihak perusahaan PT. Sawit Jaya 
Abadi 2, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi yang 
dituangkan dalam MoU.

8. Jumlah kredit yang diberikan sebesar 98.000.000,-/ha.

9. Operasional, perawatan, pemupukan dan berkaitan dengan perkembangan 
perkebunan plasma dimaksud, mengikuti arahan PT. Sawit Jaya Abadi 2 
melalui Badan Usaha Koeprasi Madoro Jaya Maju. 

10. Perbaikan/perawatan dan teknis pelaksanaan pada kebun plasma sawit, akan 
diatur selanjutnya antara pihak PT. Sawit Jaya Abadi 2 dan Koperasi Serba 
Usaha Madoro Jaya Maju.
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6.3.2. Kejelasan Skema Hutang/Kredit 

Pada pertertemuan bulan November 2020, pentane mendapatkan kejelasan skema 
bagi hasil 70:30 dari SJA. Demikian pula, ada kejelasan bahwa petani menanggung nilai 
kredit sebesar 98 juta per hektar lahan petani plasma yang diusahakan oleh perusahaan. 
Namun demikian, kesepakatan tersebut belum cukup menjelaskan dari mana sumber 
angka tersebut termasuk bagaimana detail nilai cicilan yang dibebankan serta durasi 
waktu pembayaran yang harus ditanggung oleh petani. 

Perwakilan petani yang hadir dalam diskusi tidak memahami asal-muasal nilai kredit 
sebesar 98 juta per hektar yang ditanggung oleh petani. Ada pendapat dari perwakilan 
petani bahwa nilai hutang tersebut hanya sepihak disetujui oleh koperasi, padahal 
koperasi dinilai tidak mewakili petani. Di sisi lain, terdapat pihak yang menduga 
bahwa hutang tersebut ditanggung oleh koperasi, karena koperasi yang menyetujui 
nilai hutang 98 juta per hektar, bersama dengan pemerintah daerah. Kesimpangsiuran 
tersebut terjadi karena pada saat pertemuan antara perwakilan Pemerintah Provinsi 
dengan pengurus koperasi, tidak ada perwakilan warga petani yang hadir. Demikian 
pula, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat apakah masyarakat setuju atau tidak 
sebelum kesepakatan ditandatangani. 

Sebagian perwakilan petani menduga cicilan telah dipotong oleh perusahaan setiap 
kali panen. Sebagian petani menganggap cicilan sudah dimulai sejak tahun 2015 hingga 
2018 pada saat SJA sering memanen TBS. Kelompok ini menganggap bahwa petani tidak 
perlu lagi membayar hutang karena selama 3 tahun sudah diambil oleh perusahaan. 
Sayangnya, sama sekali tidak ada informasi waktu dan mekanisme pembayaran hutang. 
Meskipun masyarakat mengetahui perusahaan telah memanen pada tahun-tahun itu, 
tidak ada kejelasan apakah memang panen telah dicatat selama sekian tahun tersebut. 
Sehingga petani bertanya-tanya mengapa masih dimintakan kredit sebesar 98 juta per 
hektar pada tahun 2020 saat kesepakatan ditandatangani.  Kondisi ini menimbulkan 
kesimpangsiuran berita dan banyak petani yang merasa dibohongi oleh perusahaan. 

6.4. Aliran Material dan Analisa Indikator Keadilan Prosedural 
pada Tata Kelola Kaptif

Dari deskripsi tiga perusahaan di atas, terdapat kesamaan pola captive governance 
yang diberlakukan oleh perusahaan terhadap petani skala kecil. Pola ini dapat dilihat 
dari aliran ‘material’ antara tiga pelaku: petani, perusahaan, dan koperasi. Gambar 6 
menggambarkan aliran material tersebut. Adapun uraian penjelasan pada bagian di 
bawah ini. 
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Gambar 6 Aliran Material Antara Petani, Perusahaan, dan Koperasi

Petani Kecil

Perusahaan
Perkebunan Sawit

Pabrik
Minyak Sawit

Koperasi

Bagi hasil (Rp)
D

Cicilan
Kredit

A
Status
Lahan

B
TBS

C

Bagi hasil (Rp)
D

Sumber : Penulis

Garis A menunjukkan garis putus-putus mewakili aliran petani membayarkan cicilan 
kredit. Pada deskripsi kasus, terdapat kemungkinan pembayaran hutang dipotong 
langsung dari TBS yang langsung dipanen oleh perusahaan. Tidak ada informasi yang 
jelas bagaimana petani mendapatkan informasi berapa nilai yang telah mereka lunasi, 
berapa besar sisa pembayaran cicilan yang harus dilakukan, perhitungan besaran 
hutang, mulai kapan, sudah berapa lama, dan sampai kapan – semua itu sama sekali tidak 
ada kejelasan. luas lahan 1 ha /kk tidak akan menghasilkan bagi petani bagaimanapu 
teknik budidayanya karena dengan kredit 80-90juta/ha maka membutuhkan 2 periode 
kebun untuk membayar hutang.

Garis B menunjukkan bahwa status legalitas lahan petani sebagian besar berada 
di tangan perusahaan. Perusahaan wajib memberikan pengusahaan lahan plasma 
atau minimal 20 persen berdasarkan Undang-undang. Pola kemitraan inti-plasma 
sebagian besar tersandera atas status lahan yang belum tersertifikasi. Deskripsi kasus 
menunjukkan bahwa hampir seluruh petani plasma tidak mengetahui status lahan 
mereka dan menyerahkan pengurusan sertifikat pada perusahaan. Meskipun demikian, 
tidak ada kejelasan informasi waktu, proses, dan beban biaya status legalitasnya lahan 
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plasma. Pada kasus PT. ANA ketidakpastian status lahan HGU berimbas pada tidak 
adanya legalitas skema inti-plasma.

Garis C menunjukkan aliran tandan buah segar (TBS) yang dipanen oleh perusahaan. 
Sebagian besar pola kerjasama adalah menyerahkan kepada perusahaan untuk 
mengelola hingga memanen. Pada pola ini, petani tidak melakukan proses panen, 
sehingga berat hasil panen bergantung pada perusahaan. Tetapi terdapat juga petani 
yang melakukan proses panen TBS secara mandiri dengan dukungan pupuk dan bahan 
lain dari perusahaan. Perusahaan mengangkut TBS yang dipanen oleh petani. 

Garis D menunjukkan aliran uang yang dibagihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan 
skema yang disepakati antara perusahaan, pemerintah daerah, koperasi, dan petani. 
Meskipun skema bagi hasil telah disepakati dan telah mengikuti aspirasi petani 
(contohnya 70:30 untuk petani-perusahaan), tidak ada transparansi berapa hasil panen 
per bulan sebagai basis nilai yang dibagihasilkan dan tidak ada kejelasan biaya-biaya 
yang diperhitungkan telah mengurangi basis nilai yang dibagihasilkan. Pada aliran dari 
koperasi ke petani, terdapat kesimpangsiuran tentang pemotongan dari pihak koperasi. 
Posisi petani dalam meminta informasi ini sangat lemah dan belum ada upaya untuk 
memberi informasi yang lengkap kepada petani, meskipun pengelolaan sawit oleh 
perusahaan telah berlangsung cukup lama. 

Uraian di atas tentang kasus tiga anak perusahaan AAL menunjukkan tata kelola yang 
buruk terjadi karena ketergantungan petani yang tinggi pada perusahan dalam captive 
supply-chain. Pada Tabel 7 diuraikan indikator dalam kerangka keadilan prosedur serta 
penilaian tingkat keadilan prosedur pada tiap indikator. 

Tabel 7 Analisa Indikator Keadilan Prosedur Pada Captive Governance  
Kasus Anak Perusahaan AAL Sulteng

Indikator Tingkat Deskripsi

Saluran 
komunikasi 
antara petani 
dan perusahaan

Moderat Petani memiliki kesempatan rutin untuk bertukar 
pandangan dan menyuarakan keberatan tentang 
masalah-masalah utama seperti perbaikan 
infrastruktur jalan pengambilan panen. Tetapi, pada 
banyak kondisi, komunikasi yang terbatas tidak 
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang transparan 
pada hasil keputusan bersama.

Transparansi 
kebijakan dan 
keputusan yang 
mempengaruhi 
petani

Lemah Kebijakan, prosedur, dan keputusan banyak yang tidak 
diketahui dan tidak dipahami oleh petani. Perusahaan 
tidak menunjukkan itikad untuk memberikan pen-
jelasan tentang hal-hal dasar yang dipertanyakan oleh 
petani selama jangka waktu yang lama.
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Mekanisme  
resolusi konflik

Lemah Tidak adanya transparansi serta lemahnya komunikasi 
sering memunculkan konflik. Tampaknya tidak ada 
mekanisme resolusi konflik yang tersedia atau hanya ad 
hoc oleh perusahaan. 

Perjanjian 
informal jangka 
panjang

Lemah Tidak ada komitmen berkelanjutan antara perusahaan 
dan petani, atau penekanan pada kesepakatan formal 
yang digunakan terutama untuk menegakkan kondisi 
pada petani; pengambilan keputusan dianggap se-
wenang-wenang

Kekuatan 
penyeimbang

Lemah Organisasi petani lemah; petani terspesialisasi dan 
bergantung pada perusahaan untuk pasar dan input; 
Bagian petani atas aset produktif atau pengolahan tidak 
cukup untuk menciptakan kebersamaan

Sumber: penulis menggunakan kerangka analisa Thorpe (2018)
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Bagian Ketujuh

Hubungan Rantai Pasok &
Aliran Pembiayaan AAL 
Sulawesi Tengah

Bagian ini menyajikan aliran pasokan dan pembiayaan untuk grup AAL, yang di 
dalamnya termasuk tiga anak perusahaan dalam studi kasus ini. Informasi 
rantai-pasok di tingkat hilir berasal dari situs resmi perusahaan yang relevan. 
Informasi aliran rantai-pasok yang dapat diidentifkasi dari sumber-sumber situs 
perusahaan adalah PT. ANA dan PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT).

Dalam hal aliran pembiayaan, tidak terdapat informasi khusus aliran pembiayaan 
hanya untuk  anak perusahaan AAL, yaitu CAN, ANA, dan SJA secara terpisah. 
Karena itu, bagian ini menyajikan informasi aliran pembiayaan pada tingkat 

perusahaan induk AAL. Informasi rantai-pendanaan berasal dari pada situs online 
Forests & Finance, adalah database yang dikembangkan oleh Profundo, TuK Indonesia 
dan Rainforest Action Network.24

7.1. Aliran Rantai-pasok  

Tabel 8 mencantumkan perusahaan-perusahaan midstream yang bersumber dari 
setidaknya satu anak perusahaan perkebunan Astra Agro Lestari yang dipilih. Aliran 
rantai-pasok ini hanya diidentifikasi untuk PT. ANA dan PT. LTT.

Tabel 8 Hubungan Rantai Pasok PT. ANA dan PT. LTT

Pembeli 
Perkebunan

Timeframe
PT. ANA PT. LTT

ADM X X 07/2019-12/2019 

Bunge X X 04/2020-06/2020

Cargill X 04/2020-06/2020

24 https://forestsandfinance.org/
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Cofco International X 01/2019-12/2019

Fuji Oil (Itochu) X 01/2020-06/2020

Itochu X 01/2019-12/2019

KLK (Batu Kawan) X 10/2018-09/2019

LDC X 07/2019-12/2019

Musim Mas X 07/2020-09/2020

Sime Darby X X 01/2019-09/2019

Wilmar X 07/2019-06/2020

Sumber : (Kuepper & Warmerdam, 2020)

7.2. Aliran Keuangan Langsung ke Perusahaan

7.2.1. Kreditor

Gambar 7 menyajikan 15 kreditor minyak sawit teratas dari AAL, dan perusahaan 
Jardine Matheson Group yang relevan. Ini menunjukkan bahwa pemberi kredit sawit 
terbesar adalah Grup SMBC Jepang (178 juta dolar AS). Diikuti oleh OCBC (170 juta dolar 
AS) dan Mizuho Finance (163 juta dolar AS). Kreditur terbesar Indonesia adalah Bank 
Mandiri (151 juta dolar AS) dan Bank Panin (150 juta dolar AS). 

7.2.2. Investor

Perusahaan minyak sawit Astra Agro Lestari adalah anak perusahaan Jardine Matheson 
Group melalui Astra International, dan dua perusahaan Jardine terdaftar lainnya.

Gambar 7 Top 15 palm oil creditors of AAL (2016-2020 April, juta dollar AS)
 

Sumber : Forests & Finance (n.d.), “Explore the data”, online: https://forestsandfinance.org/,  
viewed in December 2020.
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Gambar 8 15 investor teratas AAL (pengajuan Juni 2020, juta dolar AS) 
 

Sumber : Forests & Finance (n.d.), “Explore the data”, online: https://forestsandfinance.org/,  
viewed in December 2020.

Gambar 8 menunjukkan nilai-nilai yang dapat diatribusikan sawit yang diidentifikasi 
oleh Forests & Finance dari 15 investor minyak sawit teratas di Astra Agro Lestari, dan 
perusahaan-perusahaan Jardine Matheson Group yang relevan. Ini menunjukkan bahwa 
3 investor teratas semuanya adalah manajer aset AS. Daftar tersebut juga mencakup tiga 
dana pensiun - Dana Pensiun Pemerintah Global (Norwegia), Dana Investasi Pensiun 
Pemerintah (Jepang) dan Grup APG (Belanda) pengelola dana untuk dana pensiun 
terbesar di Belanda (ABP).

7.3. Aliran Keuangan Tidak Langsung ke Pembeli 

7.3.1. Kreditor

Tabel 9 menyajikan kreditor teratas dari perusahaan menengah yang bersumber dari 
setidaknya satu anak perusahaan perkebunan Astra Agro Lestari yang terpilih.

Tabel 9. 5 kreditor teridentifkasi pembeli dari AAL (2016-2020 April, juta dolar AS)

Group Bank Negara
Nilai  

(Juta dolar AS) 

Archer Daniels Midland Bank of America United States  167 

Barclays United Kingdom  165 

Citigroup United States  150 

JPMorgan Chase United States  79 

BNP Paribas France  50 

Archer Daniels Midland Total  611 
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Batu Kawan Group CIMB Group Malaysia  532 

Malayan Banking Malaysia  497 

JPMorgan Chase United States  146 

Batu Kawan Group Total  1,174 

Bunge SMBC Group Japan  58 

ING Group Netherlands  48 

Farm Credit Services 
Commercial Finance 
Group

United States  27 

Citigroup United States  26 

JPMorgan Chase United States  23 

Bunge Total  183 

Cargill BNP Paribas France  110 

JPMorgan Chase United States  97 

Bank of America United States  92 

Barclays United Kingdom  76 

HSBC United Kingdom  41 

Deutsche Bank Germany  41 

Cargill Total  456 

COFCO ICBC China  344 

Agricultural Bank of 
China

China  265 

China Construction 
Bank

China  218 

Bank of China China  199 

China Merchants 
Group

China  137 

COFCO Total  1,163 

Itochu SMBC Group Japan  27 

Sumitomo Mitsui 
Trust

Japan  17 

Nippon Life 
Insurance

Japan  17 

Norinchukin Bank Japan  17 
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Mizuho Financial Japan  11 

Itochu Total  91 

Louis Dreyfus Company Société Générale France  13 

ABN Amro Netherlands  10 

Rabobank Netherlands  9 

BNP Paribas France  6 

Mitsubishi UFJ 
Financial

Japan  5 

Louis Dreyfus Company Total  43 

Sime Darby Plantations Standard Chartered United Kingdom  205 

OCBC Singapore  205 

Malayan Banking Malaysia  202 

Sime Darby Plantations Total  613 

Wilmar DBS Singapore  160 

Mitsubishi UFJ 
Financial

Japan  130 

OCBC Singapore  119 

Bank of Philippine 
Islands

Philippines  111 

United Overseas 
Bank

Singapore  103 

HSBC United Kingdom  103 

Wilmar Total  726 

Total  5,061

Sumber : Forests & Finance (n.d.), “Explore the data”, online: https://forestsandfinance.org/,  
viewed in December 2020.

7.3.2. Investor

Tabel 10 menyajikan investor teratas dari perusahaan menengah yang bersumber dari 
setidaknya satu anak perusahaan perkebunan Astra Agro Lestari yang dipilih. 
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Tabel 10. 5 Investor teratas pembeli dari AAL (hingga Juni 2020, juta dolar AS)

Group Bank Negara
Nilai 

(Juta dolar AS) 

Archer Daniels 
Midland

State Farm United States  104 

Vanguard United States  101 

BlackRock United States  64 

State Street United States  59 

Macquarie Group Australia  51 

Archer Daniels Midland Total  379 

Batu Kawan Group Employees Provident Fund Malaysia  737 

Permodalan Nasional 
Berhad

Malaysia  538 

Lembaga Kemajuan Tanah 
Persekutuan (FELDA)

Malaysia  269 

Vanguard United States  84 

Commonwealth Bank of 
Australia

Australia  70 

Batu Kawan Group Total  1,698 

Bunge T. Rowe Price United States  43 

Vanguard United States  43 

BlackRock United States  24 

Franklin ReSumber s United States  18 

State Street United States  13 

Bunge Total  141 

Cargill Prudential Financial (US) United States  7 

American International 
Group (AIG)

United States  5 

MetLife United States  4 

Wellington Management United States  3 

State Farm United States  3 

Cargill Total  23 

COFCO Dimensional Fund 
Advisors

United States  3 



53ResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

Government Pension Fund 
Global

Norway  2 

Brookfield Asset 
Management

Canada  1 

Government Pension 
Investment Fund (GPIF)

Japan  0 

Pzena Investment 
Management

United States  0 

COFCO Total  6 

Itochu Government Pension 
Investment Fund (GPIF)

Japan  42 

Sumitomo Mitsui Trust Japan  38 

JA Group Japan  19 

Nomura Japan  11 

Vanguard United States  9 

Itochu Total  120 

Sime Darby 
Plantations

Permodalan Nasional 
Berhad

Malaysia  4,573 

Employees Provident Fund Malaysia  1,111 

KWAP Retirement Fund Malaysia  453 

Public Bank Malaysia  177 

Vanguard United States  134 

Sime Darby Plantations Total  6,447 

Wilmar Vanguard United States  21 

BlackRock United States  21 

T. Rowe Price United States  13 

State Street United States  7 

California Public 
Employees' Retirement 
System (CalPERS)

United States  6 

Wilmar Total  68 

Total   8,882 

Sumber : Forests & Finance (n.d.), “Explore the data”, online: https://forestsandfinance.org/, 
viewed in December 2020.
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Halaman ini sengaja dikosongkan.
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Bagian Kedelapan

Menangkap Suara Petani
Kecil Sulawesi Tengah:
Studi media

Pada bagian ini, tinjauan media berasal dari media nasional dan lokal. Data yang 
dianalisis adalah data pemberitaan yang muncul dari 1 Januari 2019 hingga 20 
November 2020. 

Tabel 11 menjelaskan tren isi berita pada rentang waktu tersebut, yang dianalisa 
dengan menjawab pertanyaan: ‘siapa’, ‘mengatakan apa’, ‘di kanal apa’ dan 
‘kepada siapa’. Detail dan sumber berita dapat dilihat pada lampiran. 

Pemberitaan di bulan Juni 2019 memunculkan adanya perlakuan tidak adil perusahaan 
kepada masyarakat (masyarakat tidak dipenuhi haknya) menimbulkan berbagai efek 
diantaranya: masyarakat melakukan mogok kerja, aksi unjuk rasa, bahkan menutup 
lahan dan kantor perusahaan. Berdasarkan berita bulan Juli 2019, Warga dari lima 
desa melakukan aksi unjuk rasa, menuntut perusahaan ANA memberikan ganti rugi, 
menghentikan izin perusahaan dan membubarkan tim-tim desa dan koperasi yang 
dibentuk pemerintah daerah, dan menolak penyelesaian masalah yang merugikan 
masyarakat.

Sengketa lahan masih terus terjadi di Sulteng, salah satunya dialami oleh Hemsi. 
Berdasarkan berita di bulan Oktober 2019, Hemsi mengadukan kasus sengketa lahan 
ke ABN-AMRO di Belanda. Selain itu, Ia juga meminta ABN-AMRO untuk menggunakan 
pengaruhnya agar petani di Donggala mendapatkan haknya serta menyetop semua 
investasi kepada Astra Agro Lestari serta anak usahanya yang diduga melakukan 
pelanggaran HAM dan hak atas tanah. Isu perizinan dan sengketa lahan terus 
disuarakan oleh LSM dari waktu ke waktu. Isu itu muncul di media mulai Agustus 2019 
hingga September 2020. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa isu tersebut belum 
menemukan titik terang penyelesaian.
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Tabel 11 Analisa Lasswell Topik Petani Sawit Sulawesi Tengah

Siapa Mengatakan Apa Di Kanal Apa Kepada Siapa

Kepala Dinas 
Perkebunan 
dan Peternakan 
Kab. Tolitoli

Program peremajaan  kelapa   sawit  
milik rakyat, Tolitoli mendapat 
alokasi seluas 1.100 hektar

Konferensi 
Pers

Masyarakat 
perkebunan 
Sawit

Ketua Koperasi 
Amanah

Kami bosan menunggu dan terus 
menunggu. Kami juga punya batas 
kesabaran. Itu hak kami, jadi wajar 
kalau kami menuntut. Apalagi, 
uang dari SHU itu, juga untuk 
membiayai anak istri kami. Pihak 
Pemda Buol dan PT HIP jangan 
hanya diam dan berikan alasan 
saja.

Pesan 
Whatsapp

Pemda Kab. 
Buol, PT HIP 

Koordinator 
lapangan

Bukan kita mau ambil tapi hanya 
sebagai jaminan supaya Hartati 
Murdaya punya niat baik terhadap 
hak-hak karyawan sekaligus 
mampu menyelesai semua konflik 
agraria yang terjadi di negeri ini

Unjuk Rasa 
di Gedung 
DPRD Buol

DPRD, PT 
HIP, Hartati 
Mudaya

Isu kesejahteraan Petani terus bergulir, salah satunya kasus PT HIP yang tidak memenuhi 
hak petani/karyawannya. Pemberitaan tentang hal tersebut berulang selama 1 Januari – 
20 November 2020. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa persoalan belum selesai 

dari waktu ke waktu.
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Kepala 
Departemen 
Advokasi Walhi

Sekarang KPK perlu memerhatikan 
kembali yang terjadi di sana [Buol]. 
Jangan sampai terulang.

Diskusi di 
kantor Walhi

KPK

Wakil Ketua 
KPK 

Saya baru dengar bahwa lahan dulu 
yang dikeluarkan dengan cara suap 
itu pelepasan kawasan hutannya 
sudah terjadi beberapa bulan 
terakhir, dan that's not acceptable 
di mata KPK.

Acara diskusi 
"Melawan 
Korupsi 
di Sektor 
Sumber Daya 
Alam"

Menteri Ling-
kungan Hidup 
dan Kehutan-
an (LHK)

Ketua Tim 
Adhoc Politik 
Walhi

Meminta Presiden Joko Widodo 
untuk lebih ketat mengawasi dan 
tidak meneruskan tren penerbitan 
izin besar-besaran untuk 
kepentingan bisnis pada masa 
transisi pemerintahan.

Konferensi 
Pers

Joko Widodo

Pengurus 
Kelompok Tani

Mendesak pihak perusahaan agar 
segera menyerahkan sertifikat 
kebun sawit yang sudah lunas

Di Polres 
Buol

PT HIP

Hemsi Meminta ABN-AMRO menggunakan 
pengaruhnya untuk memastikan 
agar petani mendapatkan haknya 
kembali.

Mendatangi 
kantor ABN 
–AMRO

ABN-AMRO

Ketua Koperasi 
Tani Amanah

Salah satu tuntutan kami dalam 
surat tersebut, yaitu transparansi 
keuangan dan hasil kebun. 
Begitupun pembayaran SHU 
yang hingga saat ini belum juga 
dilakukan oleh pihak perusahaan 
PT HIP

Aksi mogok 
kerja

PT HIP

Sumber : dari berbagai sumber (lihat Lampiran 1)
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1
Isu terkait Sawit di Sulawesi Tengah diangkat oleh media massa 
lokal. 

2
Di media massa isu terkait Sawit diantaranya: kesejahteraan petani, 
sengketa tanah, perizinan lahan, kerusakan lingkungan, dan dana 
bagi hasil.

3
Secara umum, pemerintah dan LSM cukup vokal dalam 
pemberitaan terkait isu Sawit di Sulteng. Meski demikian, 
pemerintah juga mendapat banyak tuntutan dari masyarakat dan 
LSM agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. 

4
Isu kesejahteraan petani dan sengketa lahan saling berkaitan dan 
sering dibahas oleh media. Isu perizinan lahan dan kerusakan 
lingkungan banyak disuarakan oleh aktivis dan LSM yang konsen 
terhadap lingkungan. 

5
Efek dari isu-isu tersebut bagi petani menimbulkan sikap atau 
perilaku menyuarakan haknya dengan berbagai cara seperti 
melakukan unjuk rasa, mogok kerja, mengadu, mengancam, 
menolak, dan menggugat. 

6
Tingginya volume pemberitaan sengketa dan perizinan lahan serta 
kesejahteraan petani dapat menjadi indikasi praktik bisnis Sawit 
di Sulawesi Tengah belum berjalan dengan baik. Selain itu, isu 
kerusakan lingkungan yang kerap disuarakan oleh LSM menjadi 
tanda lemahnya pengawasan pemerintah kepada perusahaan.

7
Selain itu, pemberitaan kasus korupsi Sawit di Sulteng juga ramai 
diberitakan. Pemerintah daerah dan pusat kerap disebut dalam 
pemberitaan. 

Dari bagian analisa media, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang petani sawit di 
Sulawesi Tengah pada poin-poin di bawah ini.
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Bagian Kesembilan

Kesimpulan dan
Rekomendasi 

Berdasarkan wawancara dengan petani, perkiraan pendapatan setiap bulannya 
adalah pada rentang 50 ribu hingga 1,5 juta per bulan. Nilai tersebut cenderung 
berada di bawah dan pada garis kemiskinan provinsi. 

9.1. Kesimpulan

Studi ini memberikan deskripsi tata kelola yang dihadapi oleh petani sawit skala 
kecil di Sulawesi Tengah dengan menggunakan pendekatan kasus anak perusahaan 
AAL. Dari sisi kebijakan, UU tentang Pertanian mewajibkan perusahaan 

mengalokasikan 20% lahan untuk dikelola oleh petani. Tujuannya mulia, di antaranya 
adalah untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat dapat mengusahakan lahan 
dan berpartisipasi dalam perekonomian di sekitar perkebunan sawit. Kerja sama antara 
perusahaan dengan masyarakat sebagai petani berbentuk skema ‘inti-plasma’, di mana 
petani sebagai plasma memasok tandan buah segar (TBS) ke perusahaan inti. 

Pada kasus petani di Sulawesi Tengah, skema yang diterapkan adalah skema ‘operator’. 
Skema ini menjadi bagian yang dipertanyakan oleh kelompok petani, karena minimnya 
peran petani dalam pengelolaan. Posisi tawar perusahaan adalah dominan dalam 
keputusan bisnis, sehingga skema operator diterapkan di kasus tiga anak perusahaan 
AAL. Secara umum, proses mengalihan lahan ke bentuk kebun sawit menghadapi 
dinamika pebedaan persepsi antara perusahaan dan masyakat. Pihak ketiga adalah 
pemerintah daerah. Fungsi pemerintah daerah adalah sebagai penengah, meskipun 
dalam kasus tiga perusahaan ini, pemerintah daerah cenderung lebih banyak 
mengakomodasi aspirasi dari perusahaan. 
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Bagaimana pola tata kelola yang terjadi pada petani skala kecil di Sulawesi Tengah? 
Studi ini memberikan gambaran beberapa bentuk tata kelola yang dialami petani.

 Pertama 
 Di bawah petani pada studi kasus ini terikat dalam hutang dengan perusahaan

Petani membayar cicilan hutang kepada 
perusahaan di mana tidak ada informasi 
yang transparan tentang bentuk 
kesepakatan hutang-piutang antara petani 
dan perusahaan. Hutang yang perlu dicicil 
diperkirakan antara 85juta hingga 98juta 

rupiah per hektar. Sejumlah informasi 
tidak diketahui oleh petani, yaitu jumlah 
hutang yang masih perlu dibayar, jumlah 
potongan dari hasil panen, perkiraan 
durasi pelunasan hutang.

 Kedua 
 Status legalitas lahan petani sebagian besar berada di tangan perusahaan

Dengan pola kemitraan inti-plasma, 
sebagian besar lahan yang diatasnamakan 
petani, masih belum jelas status hukum 
serta tidak bersertifikat. Khusus pada 

kasus PT. ANA, status lahan bukan HGU 
membawa konsekuensi ketidakpastian 
yang lebih tinggi atas lahan plasma petani.

 Ketiga 
 Hasil panen yang dibagihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan skema yang  
  disepakati antara perusahaan, pemerintah daerah, koperasi, dan petani.

Sayangnya, sejumlah informasi penting 
tidak diberikan secara transparan oleh 
perusahaan. Informasi tersebut adalah: 
hasil panen per periode waktu sebagai 
basis nilai yang dibaghasilkan, biaya-

biaya yang telah diperhitungkan sebagai 
pengurang basis nilai untuk bagi hasil, 
dan potongan yang dikenakan dari pihak 
koperasi. Posisi petani sangat lemah 
dalam meminta informasi tersebut.
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Aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sawit perlu melihat dampak sosial dan 
ekonomi pada masyakarat yang terdampak langsung dari perkebunan. Deskripsi pada 
studi kasus ini menunjukkan bahwa petani sawit cenderung terjerat kemiskinan dari 
waktu ke waktu. Data statistik menunjukan rata-rata pendapatan petani per bulan 
berkisar antara 350 ribu hingga 1,2 juta rupiah. Berdasarkan wawancara dengan petani, 
perkiraan pendapatan perbulan adalah pada rentang 50 ribu hingga 1,5 juta per bulan. 
Nilai tersebut cenderung berada di bawah dan pada garis kemiskinan provinsi. Di sisi 
lain, petani terikat pada skema hutang dan pengelolaan sawit untuk menghasilkan 
TBS. Kondisi lingkungan yang kuasai oleh lahan dengan sawit tidak memungkinkan 
masyarakat untuk dapat mengusahakan tanaman produktif yang lain. Sehingga, petani 
skala kecil ini cenderung miskin dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. 

Perusahaan menerapkan bentuk tata kelola kaptif “tawanan” atau captive governance, 
merujuk pada tipologi rantai pasok oleh Gereffi et al. (2005). Petani sebagai pemasok kecil 
secara transaksional sangat bergantung pada perusahaan sawit dan menghadapi biaya 
transaksi yang tinggi jika berpindah pada pembeli lain. Karena itu, petani ‘tertawan’ 
dan perusahaan sebagai satu-satunya pembeli dapat mengendalikan petani skala kecil. 
Dari kerangka keadilan prosedur disimpulkan terdapat tata kelola yang buruk antara 
perusahaan dan petani pada kasus ini dari indikator-indikator: transparansi kebijakan 
dan keputusan yang mempengaruhi petani, mekanisme resolusi konflik, perjanjian 
informal jangka panjang, dan kekuatan penyeimbang. Banyak prosedur dan keputusan 
perusahaan yang tidak diketahui dan tidak dipahami oleh petani, sementara perusahaan 
tidak menunjukkan itikad untuk memberikan penjelasan kepada petani dalam jangka 
waktu yang lama. Transparansi dan komunikasi sangat lemah dan sering memunculkan 
sengketa. Tidak ada komitmen berkelanjutan antara perusahaan dan petani, di mana 
dokumen-dokumen formal cenderung digunakan untuk menekan petani. Di sisi lain, 
organisasi kelompok petani lemah karena ketergantungan pada perusahaan sangat 
tinggi untuk pasokan kebutuhan pengelolaan kebun dan pemasaran. 

Produk keluaran dari anak perusahaan AAL pada kasus ini masuk dalam rantai pasok 
ke sejumlah perusahaan consumer goods. Beberapa perusahaan tersebut adalah Archer-
Daniels-Midland (ADM), Bunge, dan Cargil (Amerika Serikat); Cofco International 
(Swis); Fuji Oil dan Itochu (Jepang), Louis Dreyfus Company (LDC) (Belanda), KLK (Batu 
Kawan), Musim Mas, dan Sime Darby (Malaysia), dan Wilmar (Indonesia). 

Lembaga keuangan pada hasil penelusuran studi ini tampak telah memberi kredit 
kepada perusahaan induk AAL, dan tidak khusus pada anak perusahaan di Sulawesi 
Tengah. Aliran kepada perusahaan AAL dipetakan melalui pembiayaan kepada Grup 
Jardine Matheson. Pemberi kredit terbesar berasal dari lembaga keuangan di Jepang 
(SMBC, OCBC, dan Mizuho Finance). Sedangkan kreditur terbesar Indonesia adalah 
Bank Mandiri dan Bank Panin. Investor terbesar yang membiayai AAL dan perusahaan-
perusahaan Grup Jardine Matheson yang relevan, berasal dari negara Amerika Serikat 
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(BlackRock, Vanguard, Corsair Capital Management). Terdapat pula tiga dana pension, 
yaitu Dana Pensiun Pemerintah Global (Norwegia), Dana Investasi Pensiun Pemerintah 
(Jepang) dan Grup APG (Belanda) pengelola dana untuk dana pensiun terbesar di 
Belanda (ABP). Studi ini tidak menelusuri pembiayaan khusus ke anak perusahaan di 
Sulawesi Tengah. Namun demikian, sebagian dana yang bergulir melalui perusahaan 
holding mungkin terkait dengan pengelolaan perkebunan sawit pada anak perusahaan 
di Sulawesi Tengah. Tanpa disadari, lembaga-lembaga keuangan tersebut ikut andil 
melestarikan adanya kemiskinan secara berkelanjutan dan ketidakadilan prosedural 
dalam tata kelola kaptif pada kasus anak perusahaan AAL di Sulawesi Tengah.

1 2

Pemerintah seharusnya meninjau 
dan merevisi skema pengelolaan 
plasma oleh perusahaan karena 
petani skala kecil rentan 
mengalami diskresi tata kelola 
yang keputusannya sepihak dari 
perusahaan. Dalam hal perusahaan 
telah memiliki sertifikasi ISPO, 
pemerintah dan lembaga assessor 
seharusnya melakukan penilaian 
ulang atas dampak kemiskinan 
berkelanjutan yang disebabkan 
oleh skema pengelolaan lahan 
yang diterapkan oleh tiga anak 

perusahaan AAL dalam kasus ini.

Perusahaan inti seharusnya melakukan 
transparansi informasi antara petani 
dan perusahaan untuk menyelesaikan 
masalah keterlilitan hutang jangka 
panjang dan legalitas kepemilikan 
lahan plasma. Transparansi informasi 
antara dua pihak yang saling terikat 
dalam skema kerja sama adalah bagian 
dari persyaratan pengelolaan sawit 

berkelanjutan. 

Revisi Skema 
Pengelolaan Plasma

Transparansi Informasi 
Petani dan Perusahaan

62 ResponsiBank Indonesia
Ketimpangan Relasi Petani Inti-Plasma dan Perusahaan Sawit di Sulawesi Tengah

9.2 Rekomendasi
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3

Perusahaan serta media perlu memberikan Informasi yang seimbang 
kepada publik termasuk penyandang dana perusahaan sawit tentang kondisi 
sosial ekonomi yang dihadapi oleh petani plasma skala kecil yang terikat 
dalam kerja sama dengan perusahaan inti. Dalam kasus ini, AAL berada di 
dalam Grup Jardine Matheson mendapatkan pendanaan dari SMBC, OCBC, 
Mizuho Finance, Bank Mandiri, Bank Panin, BlackRock, Vanguard, Corsair 
Capital Management, Dana Pensiun Pemerintah Global (Norwegia), Dana 
Investasi Pensiun Pemerintah (Jepang) dan Grup APG (Belanda). Institusi 
keuangan tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada kemiskinan yang 
berkelanjutan pada petani sawit skala kecil dalam skema kerja sama dengan 
anak perusahaan AAL di Sulawesi Tengah. Resiko reputasi yang buruk dapat 
menjadi pertimbangan untuk menekan institusi keuangan lebih peduli aspek 

sosial investasinya. 

Keseimbangan Pengelolaan 
Informasi Kepada Publik
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